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DAFTAR TRANSLITERASI
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai
berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
xb. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya: bayn dan qawl.
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
huruf besar (Al-) Contohnya: Al-qur’an.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat
yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya
perkataan Al-Qur’an, sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh,
misalnya:
ﺖﯿﺒﻟ ا ﻞھ ا (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
2. H. = Hijriah
3. HIR = Het Hezelane Inland Reglement
4. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
xi
6. M. = Masehi
7. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. PPATK = Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat.....
10. ra. = Radiyalllahu ‘Anhu
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam
12. swt. = Subhanahû wata'alâ
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ABSTRAK
Nama Penyusun : Muh. Zulfan Uswah
Nim : 10300108039
Judul Skripsi : KUMPUL KEBO ( Samen Leven) DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang
harus dikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo
dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di
Indonesia. Selain itu kumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang
mengganggu masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini, yaitu mengenai dasar pertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap
perbuatan kumpul kebo dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus
kumpul kebo yang terjadi.
Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan,
karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai,
keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu
bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu
memusatkan penelitian pada penelitian kepustakaan.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang tinggi serta
menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini
mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat
yaitu berupa penyimpangan kehidupan dibidang kejahatan seksual.Penyimpangan
kesusilaan itu salah satunya ialah perbuatan “kumpul kebo”, yaitu hidup bersama
tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang
wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah.
Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini
tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan
hubungan badan diluar perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang
sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang
lain serta dilakukan tanpa adanya paksaan1. Menghadapi permasalahan yang
demikian, banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual
seperti kumpul kebo dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam penetapan
sanksi pidana terhadap perbuatan kumpul kebo tersebut tetap memperhatikan
aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia.Hal ini dirasa perlu
karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu karena tidak adanya
1 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, ( Bandung:Sinar Baru,1983),
h.53.
2tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya
kumpul kebo tersebut.
Masyarakat terbentuk atas suatu tatanan norma-norma dan sistem-
sistem kemasyarakatan yang hidup saling pengaruh-mempengaruhi satu dengan
yang lainnya. Norma–norma tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni norma yang
tidak tertulis dan tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang hidup dalam
masyarakat tertentu serta ditaati oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu pula.
Dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal norma yang tertulis yang disebut
dengan “Hukum”. Yakni :
“Rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai
anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari
hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib
di dalam masyarakat”2.
Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai berbagai kepentingan
yang beraneka ragam. Disamping ada kepentingan yang sama juga terdapat
perbedaan kepentingan yang tidak jarang dapat menimbulkan bentrokan antara
yang satu dan yang lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka terjadi guncangan dalam
masyarakat.Untuk itu, hukum bertujuan mengadakan suatu imbangan di antara
berbagai kepentingan tersebut.
Keseimbangan kehidupan dalam masyarakat dapat terjadi apabila
hukum yang mengaturnya dapat dilaksanakan, dihormati, dan tidak dilanggar.
Sehingga apabila sebagian norma (baik tertulis maupun tidak tertulis) tersebut
2Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung : Refika
Aditama, 2003), h.15
3sampai dilanggar oleh sebagian kecil anggota masyarakat, maka dapat dipastikan
akan menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat. Misalnya Kumpul kebo
(samen leven;conjugal union;living in non-matrimonial union;cohabitation) yang
merupakan suatu fenomena yang nyata ada di dalam kehidupan masyarakat.
Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat
oleh suatu tali perkawinan yang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di
masyarakat, dengan anggapan hal tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan
modern. Berbagai alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengaku telah
kumpul kebo misalnya karena alasan keterbatasan biaya, tidak mendapatkan restu
dari kedua orang tua ataupun hanya untuk memenuhi kesenangan batiniah semata
maka kumpul kebo pun rela untuk dilakukan (pengakuan pasangan kumpul kebo
di Jakarta,disiarkan oleh sebuah statsiun TV swasta “Lativi”, Tujuh Hari Menuju
Taubat,pada tanggal 08 September 2007 jam 21.00 Wib). Fenomena ini (kumpul
kebo) juga marak terjadi di kalangan para selebriti.Model iklan dan bintang
sinetron Steve Emmanuel dan pasangan kumpul kebonya Andi Soraya, yang
secara terang-terangan mengakui telah kumpul kebo dan mempunyai seorang anak
dari hasil perbuatannya tersebut.Mereka mengungkapkan bahwa ini (kumpul
kebo) merupakan ranah privat yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia
(HAM) yang tidak seharusnya diurusi oleh negara3.Walaupun demikian, kumpul
kebo dipandang sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan tercela
dan termasuk suatu kejahatan terhadap kesusilaan.
3Majalah Gatra, Jum’at 3 Oktober 2003), Ed. 47
4Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup
yang berlaku untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar
manusia.Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana
yang boleh dijalankan dan mana yang harus dihindari4.Dalam masyarakat aturan-
aturan atau hukum bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, dalam
halini hukum tersebut bersifat fleksibel dan kontekstual, bisa jadi aturan-aturan
yang lalu dihapus atau diperbaharui kembali.
Bahkan bisa jadi menambah aturan baru tergantung suara dari
masyarakat karena keberadaan hukum tidak lepas dari pertisipasi
masyarakat.Demi kepentingan bersamam menurut mazdhab sejarah yang
mengemukakan tesis bahwa hukum lahir dan berkembang bersama kehidupan
masyarakat. Dan bahkanilmu hukum barat mutkhir secara keseluruhan
mencampakkan metode penelitian historis dan diarahkan secara menyeluruh untuk
mengkaji hukum seperti keadaan sekarang atau bagaimana ia seharusnya, bukan
seperti keadaan di masa lampau5.
Di Indonesia aturan-aturan hukum sering mengalami perubahan seiring
dengan bergantinya rezim pemerintahan demi memuluskan dan mengamankan
jabatannya.Sehingga setiap aturan hukum yang telah dirancang pemerintah
menjadi perdebatan dan cenderung kontroversial di mata masyarakat. Begitu juga
4 S.T Kansil, Pengntar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka),
h.34.
5 Noel J. Choulson, HukumIslam dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta : PT. Midas Su
rya Garfindo P3M), h. 12.
5masyarakat Indonesia setiap melihat fenomena kasus hanya satu kaca penglihatan
dan diselesaikan secara instant serta cenderung menyalahkan satu sama lain6.
Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, keberadaan RUU KUHP yang telah
digodok oleh pemerintah sampai hari ini belum disahkan oleh DPR, dengan alasan
adanya pro dan kontra di masyarakat serta sorotan paling tajam masalah
penyerapan “senyampang” hukum Islam dalam kitab tersebut, yang paling getol
dikritisi adalah masalah penyerapan hukum perzinaan dan kumpul kebo dan
masalah santet. Sorotan kritis terhadap delik perzinaan khususnya telah
mengesankan, bahkan mengalahkan pembahasan terhadap delilk-delik yang lain
yang digagas dalam RUU KUHP7.
Munculnya Rancangan Undang-undang disinyalir oleh sejumlah
kalangan mengkritisi bahkan berprasangka bahwa pemidanaan zina dan kumpul
kebo itu merupakan keberhasilan politisi Islam yang menginginkan penetapan
Syari’at Islam. Sikap kritisi ini tidak hanya dari kalangan aktivis Non-muslim,
sejumlah aktivis berlatar belakang Islampun terdapat di dalamnya yang ikut
pemidanaan perzinaan,selingkuh atau kumpul kebo dengan alasan intervensi ke
wilayah ranjang orang atau masalah sangat pribadi8. Nursyahbani Katjasungkana
salah seorang aktivis yang menolak zina dan kumpul kebo, meminta pasal-pasal
tersebut dikeluarkan dari RUU KUHP, karena pasal 1365 KUH Perdata telah
mengatur setiap orang dapat mengajukan gugatan jika mersaa dirugikan. Sesuai
6“Meninjau Secara Kritis RUU Anti Pornografi dan Hak Perempuan”, Kompas, 23
September 2003.www.kompas.com Akses pada tanggal 23 Maret 2007
7 “Jeratan Bagi Para Pezina”, Tempo, edisi 6-12 Oktober 2003, h. 10.
8 “RUU KUHP Mengakomodasi Hukum Islam”, http.HukumOnline.com, akses tanggal
15 Desember 2006.
6paham apapun sudah cukup mengatasi perzinaan dan kumpul kebo.Oleh karena
itu masalah asusila tetap dibiarkan sebagai wilayah pribadi9. Topo Santso
berpendapat bahwa pemidanaan zina dan kumpul kebo, disatu sisi memang dapat
mencegah orang melakukan perzinaan dan kumpul kebo, teptapi di sisi lain seolah
nanti ada anggapan bahwa boleh orang bersetubuh di luar nikahjika ia memang
bermaksud menikahinya setelah itu. Maksud dari Topo Santoso bagaimana delik
kesusilaan Pasal zina dan kumpul kebo tidak masuk delik aduan tetapi delik lain.
RUU KUHP berusaha mengkomodasi materi dari berbagai sumber
yaitu hukum adat, agama dan positif (Hukum Barat). RUU ini mencakup 33 bab,
yang berdasarkan deliknya bisa dikelompokkan menjadi tujuh bagian yaitu
pertama, kelompok tindak pidana terhadap keamanan Negara. Kedua, kelompok
tindak pidana terhadap ketertiban umum.Ketiga, kelompok terhadap
penyelenggaraan keadilan.Keempat, kelompok terhadap Agama dan kehidupan
Beragama.Kelima, kelompok tindak pidana yang membahayakan keamanan
umum bagi orang, barang, dan lingkungan hidup.Keenam, kelompok
kesusilaan.Ketujuh, kelompok pidana terhadap pemudahan10.
Dalam Islam, perzinaan masuk dalam katergori seksulitas yang tidak
beradap karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Sebelum
Islam datang zina merupakan tindakan yang tidak dilarang.Seperti sedikit yang
dikemukakan di atas, seksulitas yang sah adalah seksulitas yang dirdhai oleh
Syari’at Islam. Dengan demikian, perzinaan sesungguhnya adalah bentuk lain dari
9 “RUU KUHP Mengakomodasi Hukum Islam”,http: hukum online.com.akses Tanggal
15 Desember 2006
10Republika, 23 November 2003,www.republika.com, akses pada tanggal 23 Maret 2005.
7penyimpangan seksual. Karenanya, orang yang melakukan tindakan perzinaan
akan diberi hukuman pidana Jinayah.
QS. Al-Isra’: 17:32 Allah SWT Berfirman :



Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”11.
QS. An-Nur/24:02










Terjemahanya:
“ perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
11 Departemen Agama, AL-Quran dan Terjemahnya ( Jakarta:Lubuk Agung, 1987), h.429
8hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman12”.
Meski bukan wacana baru dalam Islam, tetapi zina dan kumpul kebo
termasuk mendapat sorotan yang serius di dalam hukum Islam seperti yang ada
dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.Karena perbuatan tersebut bisa merusak
moral dan merusak suatu hubungan tali pernikahan sepasang suami istri.
Jarimah zina dan kumpul kebo merupakan salah satu bentuk jarimah
huddud, yang mana hukumannya telah ditentukan bentuk serta ukurannya secara
syar’i. Hukuman yang layak bagi pezina ghairu muhsan (kumpul kebo) yaitu
didera  100x cambukan sebagaimana kesepakatan para fuqoha’ dan juga
diharuskan bagi pezina ghairu muhsan (kumpul kebo) untuk ditambah
hukumannya dengan taghrib atau pengasingan selama satu tahun.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat
fenomena kumpul kebo dan membahasnya dalam bentuk skripsi.Karena disadari
ataupun tidak, perbuatan kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa ikatan
perkawinan yang sah telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia
yang majemuk tanpa ada aturan hukum yang dapat mencegah dan
menanggulanginya. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang
timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “KUMPUL
KEBO (SAMEN LEVEN) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”
pasal 484 dan 486 RUU KUHP 1 Februari 2005 yang telah disampaikan oleh
Hamid Awaluddin di depan rapat paripurna DPR.
12 Departemen Agama, AL-Quran dan Terjemahnya, h.547
9B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang
ingin dibahas oleh penulis yaitu :
1. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengkriminalisasikan kumpul
kebo sebagai suatu delik ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang maraknya kumpul kebo yang
terjadi di Indonesia ?
C. Pengertian  Judul dan Defenisi Operasional
Judul skripsi ini adalah “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven)
Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana” bertitik tolak
dari kerangka judul tersebut, maka penulis akan mencoba memberikan gambaran
dan pengertian dari kata yang merangkai judul tersebut :
\Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula
tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai
peristiwa pidana oleh masyarakat.
Kumpul Kebo (Samen Leven) adalah hidup bersama bagaikan sepasang
suami istri tanpa ikatan pernikahan.
Menurut artinya sesuai dengan (tidak melanggar atau tidak bertentangan
atau selaras dengan....)
Rancangan adalah  sesuatu yang telah direncanakan atau di atur.
Kitab adalah buku atau bacaan yang biasanya dijadikan pedoman.
Undang-Undang ketentuan yang dibuat oleh pemerintah(menteri, Badan
eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif, dan
sebagainya) dan ditanda tangani oleh Presiden (Kepala Pemerintahan).
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Hukum Pidana adalah hukum yang menyangkut kejahatan atau
pelanggaran (perbuatan kriminal) dan disertai dengan sanksinya.
D. Tinjauan Pustaka
Kumpul kebo sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan
ancaman pidana di dalam Konsep (RUU) KUHP. Kumpul kebo dimasukkan ke
dalam delik kesusilaan, yang sebelumnya belum dikenal dalam Wetboek van
Strafrecht (WvS) buatan kolonial yang dikodifikasikan ke dalam KUHP.
Kasus–kasus pergaulan bebas di kalangan masyarakat (khususnya yang
dilakukan oleh para remaja) secara terselubung hampir dapat dirasakan bersama
sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup
di masyarakat. Tetapi hal yang justru dirasakan sebagai suatu pelanggaran
terhadap suatu norma di masyarakat, masih sulit sekali dijangkau oleh KUHP
yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.
Kumpul kebo belum diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku.Namun
kumpul kebo oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia
dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan.Oleh karena itu, perancang undang-
undang mulai memasukkan hukum adat (gewoonrecht) atau hukum yang berlaku
di dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP.Dengan memasukkan ketentuan
tersebut maka asas legalitas (principle of legality) dapat dikesampingkan.Artinya
Pasal 1 Ayat (1) KUHP tidak berlaku secara absolut, tetapi dapat diterobos
dengan berlakunya hukum adat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) RUU
KUHP yang berbunyi :
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“ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa
menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”
Kata “Kesusilaan”dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Balai Pustaka 1989,
dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :
Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib ;
Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban ;
Pengetahuan tentang adat.
Kata “Susila” dalam bahasa Inggris adalah moral,ethics,decent. Kata-
kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda.Kata moral diterjemahkan dengan
moril, kesopanan, sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent
diterjemahkan dengan kepatutan. Baik “moral”, “etika” ataupun “hukum” pada
hakikatnya merupakan “persepsi nilai” dari masyarakat. ”Moral” merupakan
pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik sedang “etika” merupakan ketentuan
atau norma perilaku (Code of Conduct).Makna dari “Kesusilaan” adalah
berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang–
undangan.Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana maka artinya menjadi
bertentangan dengan moral, maupun etika atau dapat disebut sebagai behaviour in
relation to sexual matter (perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual)13.
13 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta
:Sinar Grafika, 2004). h.2-4
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KUHP yang sekarang berlaku bukanlah asli ciptaan bangsa
Indonesia.KUHP ini lahir dan telah berlaku sejak 1 Januari 1918.Berdasarkan
Pasal II Aturan peralihan dari UUD 1945 Jo.Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 Jo.
Pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan KUHP yang lahir
pada tanggal 1 Januari 1918 tersebut, karena belum diadakan KUHP yang baru.
Sebelum tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia diberlakukan dua macam KUHP,
yakni satu golongan untuk Indonesia (mulai 1 Januari 1873) dan satu untuk
golongan Eropa (mulai 1 Januari 1867) yang merupakan satu copy (turunan) dari
Code Penal Perancis yang dibuat pada zaman Napoleon tahun 1811. Sehingga
KUHP untuk golongan Indonesia merupakan copy (turunan) dari KUHP golongan
Eropa (1867).Perubahan yang penting dari KUHP ciptaan Hindia Belanda itu
diadakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan KUHP tersebut
berlakulah satu macam Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk
Indonesia.
E. Metodologi Penulisan
Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat
digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang
diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah
untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.Sehingga pada akhirnya dapat ditarik
suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Oleh
karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu
13
kesempurnaan yang bersifat sistematik dalam penulisannya.Adapun metode yang
digunakan adalah “Metode Pengumpulan Bahan Hukum.”
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis
penelitian hukum normatif yaitu melakukan kajian yang didasari dari hasil
mempelajari kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan dengan
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder14.Jenis
pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan fakta.Adapun peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951 tentang Pengadilan-Pengadilan Sipil,
Susunan, Kekuasaan, Acara, Tindakan-Tindakan Sementara Untuk
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial, dan Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setiap gerakan dan tindakan selalu dirumuskan dengan tujuan, sebab
tujuan ini menjadi pendorong dalam melakukan tindakan dan gerakan
tersebut.Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan
14Rony Hernitijo Soetmiko, Metodelogi Penelitian Hukum,( Jakarta : Grafika Indonesia,
1982), Hal.24.
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tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a) Adapunpenulisan skripisi ini bertujuan untuk mengkriminalisasikan
dan menjadikan perbuatan kumpul kebo sebagai suatu delik
kedalam konsep KUHP di Indonesia, agar nantinya dapat dijadikan
dasar aturan oleh penegak hukum dalam menangani atau
menanggulangi masalah perbuatan kumpul kebo yang telah
mengganggu ketertiban dimasyarakat.
b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
jarimah kumpul kebo.
2.   Kegunaan Penelitian
a) Dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap pentingnya
mengetahui norma-norma yang hidup di masyarakat
b) Diharapkan  hasil penelitian ini dapat dapat dijaadikan sebagai
bahan referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar
utamanya di bidang ilmu pengetahuan hukum.
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Penulisan skrips ini disusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab
menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun
sistematikanya sebagai berikut:
15
Bab I adalah bab pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, pengertian judul, Defenisi opersional ruang
lingkup pembahasan, tinjauan pustaka, serta metode penelitian, yang paling
terakhir adalah garis-garis besar isi Skripsi.
Pada bab II, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang kumpul
kebo yangmencakuppengertian kumpul kebo, unsur-unsur delik,dan contoh
delik yang berkaitan dengan kumpul kebo, serta pandangan hokum Islam
tentang kumpul kebo
Pada bab III, mengemukakan tentang pengaturan kumpul kebo
sebagai suatu delik dalam hukum positif di Indonesia, yang mencakup
landasan sosio filosofis dan sosio kultural hokum nasional, landasan nilai-
nilai kesusilaan, landasan hasil penelitian, pengertian, tujuan serta syarat
kriminalisasi
Pada bab IV, membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk
mengkriminalisasikan kumpul kebo, Pengaturan kumpul kebo tidak hanya ditinjau
menurut hukum atau aturan yang akan berlaku untuk masa datang (Ius
Constituendum), tetapi berdasarkan juga pada hukum positif yang sekarang ada
(Ius Constitutum)..
Bab V Adalah penutup akhir penulisan ini memuat kesimpulan dan
saran. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dikaji pada bab
sebelumnya serta masukan berupa saran.
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`BAB II
KUMPUL KEBO SEBAGAI SUATU DELIK DALAM
RUU KUHP
A. Kumpul Kebo
1. Pengertian Kumpul Kebo
“Kumpul kebo” dalam bahasa Belanda disebut “Samenleven” dan
dalam bahasa trendinya adalah “Living Together” tetapi, yang dimaksud
adalah “kumpul kebo”. Istilah “kumpul kebo” berasal dari masyarakat Jawa
tradisional (generasi tua). Secara gamblangnya pasangan yang belum
menikah, tapi sudah tinggal di bawah satu atap. Perilakunya itu dianggap sama
seperti kebo. Entah kenapa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan itu
dibilang sebagai “kumpul kebo”. Tapi konon secara anekdotal, kebo atau
kerbau dianggap binatang yang kerap bersikap semau-maunya sendiri, jadi
hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku
semau-maunya sendiri. Atau menurut para pengamat kebo, mereka sangat
jarang melihat kebo jantan dan betina berhubungan seks, yang mereka lihat
hanya mesra-mesraan saja dan tahu-tahu si betina, bunting serta kemudian
melahirkan anak. Nah, ini yang mungkin disamakan dengan para pelaku
kumpul kebo, di depan publik hanya bermesraan layaknya orang pacaran akan
tetapi tahu-tahu hamil dan punya anak.
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Sejarah lain tentang “kumpul kebo” konon ditemukan di Eropa,
dimana perkawinan pada saat itu dipandang sebagai jalan untuk meneruskan
keturunan. Mereka yang menikah dan tidak punya anak dianggap mempunyai
aib, perkawinannya gagal. Maka sebelum memutuskan untuk menikah, laki-
laki melakukan uji coba pada perempuan, bisa hamil atau tidak, kalau bisa
barulah dinikahi secara resmi. Maaf ini seperti test drive dalam dunia
otomotif, coba dulu kalau cocok baru beli. Tidak adil memang, toh penyebab
tidak bisa punya keturunan bukan karena perempuan yang ‘gabuk’ (mandul)
melainkan bisa juga karena laki-lakinya steril, alias sel spermanya lemah.
Atau dalam situasi lain, “kumpul kebo” dilakukan karena tidak
tahan, sudah ingin cepat-cepat menikah, tetapi situasi dan kondisi tidak
mengijinkan, umpamanya sekolah/kuliah belum selesai, orang tua tidak
mengijinkan, belum punya pekerjaan, usia masih terlalu muda, tetapi di lain
pihak dorongan kebutuhan biologis atau naluri seks selalu mendapat
rangsangan dan godaan dari luar. Inilah penyebab utama, kesukaran, problem
dan godaan yang makin serius bagi orang-orang muda, sehingga akhirnya
kaum remaja berjatuhan, tak tahan godaan untuk melakukan hubungan bebas
atau pun “kumpul kebo”.
Dalam kamus bahasa Inggris (An English-Indonesian Dictionary,
page 123), kumpul kebo atau ”cohabitation” adalah perbuatan hidup bersama.
Menurut Nasrullah,dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kumpul
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Kebo berarti tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan15. Kumpul kebo
sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana di
dalam Konsep (RUU) KUHP. Kumpul kebo dimasukkan ke dalam delik
kesusilaan, yang sebelumnya belum dikenal dalam Wetboek van Strafrecht
(WvS) buatan kolonial yang dikodifikasikan ke dalam KUHP.
Kata “Kesusilaan”dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang
disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Balai
Pustaka 1989, dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai
berikut :
1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib ;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban ;
3. pengetahuan tentang adat.
Kata “Susila” dalam bahasa Inggris adalah moral,ethics,decent.
Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan
dengan moril, kesopanan, sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan
decent diterjemahkan dengan kepatutan. Baik “moral”, “etika” ataupun
“hukum” pada hakikatnya merupakan “persepsi nilai” dari masyarakat.
”Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik sedang
“etika” merupakan ketentuan atau norma perilaku (Code of Conduct). Makna
dari “Kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur
dalam perundang–undangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana
maka artinya menjadi bertentangan dengan moral, maupun etika atau dapat
15 http//www.hukum online.com,Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih
Rancu,diakses tanggal 02 Agustus 2007.
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disebut sebagai behaviour in relation to sexual matter (perilaku yang
berhubungan dengan masalah seksual)(Laden Marpaung, 2004:2-4).
RUU KUHP (Konsep 2005) tidak menjelaskan arti kumpul kebo
secara jelas. Namun, dalam bunyi dari Pasal 486 RUU KUHP dapat
memberikan gambaran mengenai pengertian dari kumpul kebo. Dalam
ketentuan Pasal 486 RUU KUHP disebutkan bahwa :
“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri
diluar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak kategori III” (denda
kategori III sebesar Rp.30.000.000,-).Pengertian ini diambil karena
dalam Penjelasan RUU KUHP (Konsep 2005), dikatakan bahwa
perbuatan dalam rumusan Pasal 486 RUU KUHP disebut sebagai
“kumpul kebo”.
“Kumpul kebo merupakan delik yang baru dimasukkan sebagai
suatu delik dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Kumpul
kebo atau yang lebih dikenal sebagai “samen leven” atau “living in
nonmatrimonial union”,”conjugal union”,”cohabitation”merupakan suatu
peristilahan popular di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama
di luar pernikahan yang sah”.(Barda Nawawi Arief, 2005:93)
Dalam Black’s Law Dictionary (sixth edition,page 260), Kumpul
Kebo atau Cohabitation diartikan sebagai :
“to live together as husband and wife. The mutual assumption of
those marital rights, duties and obligation which are usually
manifested by married people, including but not necessarily
dependent on sexual relations”(hidup bersama sebagai suami dan
istri. Anggapan kebersamaan yang muncul dari hak-hak dan
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kewajiban-kewajiban yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang
yang telah menikah, hal tersebut tidak selalu tergantung pada
kebutuhan masalah hubungan seksual)
Dalam pengertian yang sama dengan kumpul kebo adalah
cohabitation agreement (page 260) , yang diartikan sebagai :
“Contract between a man and a woman who are living together in
contemplation of sexual relations and out of wedlock, relating to
the property and financial relations of the parties”(kontrak atau
kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup
secara bersama-sama dalam hubungan seksual (sebagai suatu
keluarga) dan keluar dari ikatan perkawinan yang sah, bekenaan
dengan hak milik dan kondisi hal keuangan dari suatu kelompok).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan kedua tahun
1989), kumpul kebo atau kumpul kerbau diartikan sebagai :
“hidup bersama seperti suami istri tanpa adanya ikatan
perkawinan”.
Kumpul kebo atau lebih dikenal dengan istilah samen leven ;
cohabitation, ; conjugal union ; living in non motrimonial union, berdasarkan
rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2005
adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang
sah. Kumpul kebo sebenarnya telah popular di masyarakat Indonesia bahkan
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dunia sekalipun. Namun, di Indonesia kumpul kebo belum dimasukkan
menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, bahkan di dalam KUHP yang sekarang masih berlaku tidak
ditemukan pengaturannya dengan jelas. Perbuatan kumpul kebo terlebih
dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal
dengan istilah hukum adat (gewoonrecht) telah lebih dahulu mengatur tentang
kumpul kebo sebagai suatu delik.
2. Faktor-faktor Kumpul kebo
Seorang individu  mengambil keputusan untuk melakukan”
kumpul kebo” karena di dasari beberapa factor,di antaranya:
a) Ketidak siapan mental untuk menikah
Individu ingin membentuk hubungan yang romantis degan
pasanganya  sehingga dapat menyalurkan kebutuhan seksual tampah harus
terikat dalam perenikah yang sah. Mereka yang melakukan” kumpul
kebo”,umumnya tidak memiliki kesiapan  mental untuk memasuki
jengjang pernikahan walaupun dari segi usia dan pekerjaan atau ekonomi
yang sudah memenuhi syarat.menurut popenoe dan whitenhead (dalam
pabila ,Olds ,dan felman, 2001) mengatakan bawhwa laki-laki
menganggap”kumpul kebo” sebagai kesemptan melakukan hubungan
seksual dengan pasangan hidupnya ,sedangkan wanita “kumpul kebo”
dianggap sebagai persiapan untuk memasuki pernikahan yang sah.
b) ketidak siapan secara Ekonomis
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dari segi usia,mungkin namun seseorang telah memenuhi
syarat,namun dari segi ekonomis mungkin merasa belum siap untuk
menikah. Mereka yang tergolong belum mapdiri secara ekonomi,misalnya
mereka yang masih duduk di perguruan tinggi,lulus universitas atau
akademi tetapi masih menganggur,atau sudah bekerja tapi penghasilanya
belum mencukupi jika di pergunakan untuk hidup berdua dalam
pernikahan sementara itu,dorongan seksual dari dalam dirinya sudah
seharusnya sudah mempeoleh penyaluran secara teratur dan sah dari segi
hukum perkawinan. Degan kondisi tersebut,akhirnya mereka sering kali
hanya berfikir dalam jangka pendek ,yaitu yang penting bagai mana
kebutuhan biologis tersebut segera dapat terpenuhi , tetapi dengan
konsokuensi mengabaikan  nilai_nilai agama ,norma social dan etika.
Akhirnya mereka memilih “kumpul kebo” sebagai anternative tebaik.
c) pengalaman teomatis sebelum dan sesudah pernikahan
Bagai seorang individu yang telah menjalani hubungan dangan
lawan jenis,tetapi putus .Akhirnya mengalami patah hati, dangan persaan
sagat kecewa (prustasi) ,sedih,putus asa,dan dendam, individu memiliki
fikiran (niat) untuk tidak menikahi secara resmi.Ahirnya mereka pun
melakukan “kumpul kebo” dan tinggal serumah dengan pasangan
hidupnya. Mereka hidup bersama sehingga dapat saling membagi cinta
dan kasih dan menyalurkan hasrat seksual.
Bila salah satu dari kedua orang yang melakukan”kumpul
kebo” sebelumnya pernah menikah,namun kemudian bercerai.Misalnya
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ketidak kesetiaan pasangan hidupnya.hingga terjadi perselingkuhan.
Mereka merasa sakit hati kemudian memutuskan untuk hidupbersama
dengan orang lain tampa didasari ikatan pernikahan yang sah.
3. Contoh Kasus Kumpul Kebo
Dalam beberapa kasus kumpul kebo yang terjadi di Indonesia,
sebenarnya aparat penegak hukum dalam hal penyidik agak sulit mencari
penyelesaiannya, karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur
tentang hal ini. Namun ada kalanya penyidik menggunakan pasal 284 KUHP
mengenai zina dalam menjerat pelaku kumpul kebo apabila salah satu
pelakunya sudah berkeluarga, seperti kasus yang terjadi di Depok :
”Seorang Satpol PP Pemkab Tulang Bawang yang bernama Yessi
Ratna Wati kepergok oleh beberapa warga Depok sedang
melakukan kumpul kebo dengan seorang laki-laki yang telah
beristri. Mereka melakukan kumpul kebo sejak 13 Maret sampai 19
Maret 2013. Oknum Satpol PP yang bernama Yessi Ratna Wati
tersebut sebelumnya sudah sering ditegur oleh istri dari si laki-laki,
namun Yessi justru tidak memperdulikan dan malah pergi bersama
ke Depok untuk kumpul kebo. Terhadap kejadian tersebut, para
warga di Depok tempat kejadian kumpul kebo ini, meminta agar
aparat penegak hukum segera menindak dan memberikan sanksi
tegas kepada oknum Satpol PP Pemkab Tulang Bawang yang telah
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mencoreng nama baik pemerintahan dan lingkungan warga
setempat”16.
Terhadap kejadian tersebut, kedua pasangan kumpul kebo tersebut
dapat dikenakan pasal 284 KUHP mengenai zina, yang berbunyi :
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
a. seorang pria telah melakukan kawin yang melakukan zina,
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina
c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
telah diketahui yang turut bersalah telah kawin
d. seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut
bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya
2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri
yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW,
dalam tempo tiga bulan disertai permintaan bercerai atau pisah
meja atau tempat tidur, karena alasan itu juga.
3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang
pengadilan belum dimulai.
5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat
diindahkan selama perkawinan belum diutus karena perceraian
16 http://m.depokinteraktif.com/headline/2013/04/oknum-satpol-pp-kabupaten-tulang-
bawang-kepergok-kumpul-kebo-dengan-suami-orang-di-depok.html. Diakses tanggal 25 Mei 2013
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atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat
tidur menjadia tetap.
Pasal 284 KUHP sebenarnya juga sangat sulit diterapkan, karena
dalam proses peradilan pembuktiannya sangat sulit. Sebagai contoh adalah
keterangan saksi, untuk mendapatkan saksi yang melihat secara langsung
kejadian tersebut jarang sekali ada, karena peristiwa kumpul kebo tersebut
terjadi ditempat tertutup. Selain penggunaan pasal 284 KUHP, untuk beberapa
kasus kumpul kebo di Indonesia aparat penegak hukum juga menerapkan
peraturan yang mengatur tindak pidana ringan ( Tipiring), seperti Perda
tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ataupun Perda tentang
Perbuatan Asusila.
4. Pandangan Fiqih Jinayah terkait Kumpul Kebo
Di dalam Islam, kita mengenal dharuriyah khamsah (5 hal primer
yang harus dipenuhi) yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,
menjaga nasab dan menjaga harta. Kelima hal tersebut wajib terpenuhi dalam
kehidupan seorang manusia. Perhatian yang diberikan Islam terhadap
penjagaan tersebut sangatlah besar. Dalam kasus menjaga harta yang sifat
keduniawiannya lebih kentara, menurut sebagian ulama fikih membenarkan
seorang musafir untuk ber-tayammum (bersuci dengan menggunakan debu)
jika memang tidak bisa mencari air dan khawatir barang bawaannya akan
hilang. Hal ini menunjukkan kesakralan ajaran Islam yang humanis dan selalu
memperhatikan kemaslahatan bagi manusia.
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Ibn ‘Urfah menyebutkan bahwa dalam setiap pensyariatan uqubat
(sanksi) Allah SWT selalu menyesuaikan dengan kadar perbuatan yang
dilakukan. Untuk menjaga jiwa, Allah mensyariatkan qishash, untuk menjaga
harta Allah mensyariatkan potong tangan, untuk menjaga akal, Allah
mensyariatkan cambuk bagi peminum khamar dan untuk menjaga nasab
(keturunan) Allah mensyariatkan cambuk dan rajam khusus bagi penzina yang
sudah pernah menikah (muhshan). (Bidayat Al-Mujtahid, II/394).
Setelah berkembangnya Islam dan meluasnya pengaruh Islam ke
negara-negara baru, timbul permasalahan baru di kalangan umat Islam,
termasuk di antaranya istilah-istilah yang dulunya sudah baku. Hal ini dapat
timbul dikarenakan terpecahnya umat Islam menjadi syu’bah (golongan kecil)
dan perubahan tatanan kenegaraan termasuk dalam aspek hukum pidana dan
perdata.
Peristilahan zina di dalam kamus hukum Islam dan hukum positif
(konvensional) sendiri sangat berbeda jauh. Jika di dalam aturan Islam, zina
itu diartikan semua jenis hubungan badan di luar hukum Islam (akad)
sementara di dalam beberapa undang-undang modern, makna zina
dikhususkan kepada hubungan selingkuhan bagi suami isteri atau yang
bersifat pemaksaan, jika dilakukan secara suka sama suka maka tidak
termasuk dalam kategori zina. (Tasyri’ Al-Jinaai fi Al-Islam, I/305)
Menjaga nasab dalam Islam adalah hal yang sangat urgen. Tidak
mengherankan jika dalam satu hadis Rasul menganjurkan agar seorang laki-
laki jika ingin menikah maka hendaknya memilih calon yang baik nasab
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(keturunannya). Sebagaimana pula diakui dalam ilmu kedokteran/psikologi,
bahwa seorang anak sedikit tidaknya akan terpengaruh dengan sifat bawaan
dari orang tuanya. Walaupun kebaikan atau kejahatan orang tua tidak
sepenuhnya membawa pengaruh terhadap anak. Fungsi dari menjaga nasab
adalah terhindarnya manusia dari berbagai kemunkaran. Seperti dalam hal
nikah, jika zina terus menyebar maka sangat ditakutkan akan terjadi
pernikahan antara satu darah yang secara tendensus telah dilarang di dalam
fikih Islam. Menjaga nasab juga menjadi dasar keharmonisan keluarga agar
terlepas dari segala persengketaan dan fitnah yang timbul. Semua hal tersebut
akan membawa kepada kekacauan persatuan umat yang sangat ditekankan di
dalam Islam.
Selain penyakit individu seperti HIV yang akan menyebar, zina
juga menyebabkan terjadinya penyakit sosial yang lebih parah. Hilangnya rasa
kemanusian dengan melakukan aborsi akibat hamil di luar nikah, dekadensi
moral yang berujung kepada kehancuran peradaban umat manusia. Semua ini
bermula ketika syahwat badan manusia tidak disalurkan secara benar, padahal
untuk mencukupi kebutuhan syahwat manusia dengan segala kenikmatan
duniawi, Allah telah mensyariatkan nikah,dalam kenikmatan tubuh, Allah
tetap juga melimpahkan pahala asal dilakukan dengan cara yang syar’i.
Dalam Al-Qur’an telah di Jelaskanmasalah cara pandang dalam
Islam. Demi menjaga kesucian seks, telah lama al-Qur’an mengingatkan
kepada pria dan wanita agar berhati-hati dalam cara pandang-memandang
yang bisa menuju ke perbuatan zina. Peringatan tersebut termaktub dalam
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QS. An-Nur /24:30-31:































Terjemahnya:
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya;
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah
kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan kemaluannya.........” (QS. Al-Nur; 30-31)
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Dalam tafsir ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan
perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan
pandangan dari perkara-perkara yang haram diihat. Janganlah melihat kecuali
kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan
pandangan dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat, maka hendaklah ia
segera memalingkan pandangannya.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi/18:28










Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu taat kepada orang yang telah Kami lalaikan
hatinya dari dzikir kepada Kami dan mengikuti hawa nafsunya
serta urusannya kacau- balau.? (Q.S.Al-Kahfi: 28)
Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar, luapan
cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi.
Akhirnya, setan berhasil menjerat para pasangan tanpa ikatan dalam ikatan
maut yang dikenal dengan “kumpul kebo”. Allah telah mengharamkan
berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. Sebagaimana
Allah berfirman dalam QS. Al- isra/17:32.
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


Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesugguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. al-Isra’: 32).
Lalu pintu apakah yang paling lebar dan paling dekat dengan ruang
perzinaan melebihi pintu “kumpul kebo”? Rasulullah Saw, bersabda :
“Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya
dari zina, yang pasti akan mengenainya. Zina mata adalah dengan
memandang, zina lisan adalah dengan berbicara, sedangkan jiwa
berkeinginan dan berangan-angan, lalu farji (kemaluan) yang
akan membenarkan atau mendustakannya.”(HR. Bukhari &
Muslim).
Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki
banyak pintu yang berlapis-lapis, maka orang yang “kumpul kebo” adalah
orang yang telah memiliki semua kuncinya. Kapan saja ia bisa masuk.
Bukankah saat berkumpul dalam satu atap ia tidak lepas dari zina mata dengan
bebas memandang? Bukankah orang yang berdua-duaan berlainan jenis dalam
satu rumah, senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan lawan
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jenisnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. Akhirnya penyesalan
tinggallah penyesalan. Iblis pun bergembira atas keberhasilan usahanya.
B. Delik
1. Pengertian Delik
Hukum pidan Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-
kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum17. Perbuatan pidana
atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa
yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana18. Selain itu
perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diacam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan
pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu19.
Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu
ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik
adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak senganja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum20.
Berdasarkan Prof. Simons maka delik memuat beberapa unsur
yaitu:
a. Suatu perbuatan manusia
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
17Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), h. 86
18 Seoharto, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta; Sinar Grafika, 1993), h. 22
19 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), h. 59
20 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, (Jakarta; Sinar
Grafika, 1991), h. 4
32
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum
bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Ada suatu norma pidana tertentu
b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang
c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi21.
Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah
ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan
itu.
Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana”
mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang
menunjuk pada dua kejadian yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan
adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian22.
2. Unsur-unsur Delik
Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:
a) Unsur pokok subyektif
Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”
kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.
b) Unsur pokok obyektif
 Perbuatan manusia yang berupa act dan omission. Act adalah
perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan omission yaitu
21Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, h. 3-4
22 Seoharto, Hukum Pidana Materiil, h. 22
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perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain
adalah mendiamkan atau membiarkan.
 Akibat perbuatan manusia
Menghilangkan, merusak, membahayakankepentingan-
kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa
badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.
 Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan
dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
 Sifat dapat dihukum dan sifat melewan hukum23.
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatua dalam satu
delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukug bukti, akan menyebabkab
tersangka / terdakwa dapat dihukum. Penyelidik, penuntut umum harus
dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut24.
3. Macam-macam Delik
1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran
Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas
kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian
tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun
dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP.
Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan
pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.
23 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, h. 6-7
24Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, h. 7
34
Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang
tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa
Negara25. Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:
a. kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan
terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104
KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal
131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada
pasal 134 KUHP.
b. kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d
367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada
pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu
dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:(a) pencurian biasa pada
apsal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada pasal 363
KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d)
pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan
keluarga pada pasal 367 KUHP.
c. kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan
pembunuhan26.
Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian27.
25 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1982),
h. 96
26 R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,
(Bogor; Karya Nusantara, 1984), h. 110
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Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum
bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya
semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada
orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau
kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus
dalam KUHP28.
Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:
1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau
kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa,
sedangkan jika menghhadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal
54).
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak
penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan
kejahatan dua tahun29.
2) Delik Dolus dan Culpa
Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana yang dilakukan dengan sengaja30. Contohnya terdapat pada pasal 338
KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang
27 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 78
28 R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, h.
199
29 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 81
30 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, h. 99
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lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun”31. Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus
lainnya yaitu, pasal 354 KUHPdan pasal 187 KUHP.
Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian)32. Contoh delik culpa yaitu
pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya
menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”33.
Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa
kesadaran. Culpa kesadaraan terjadi ketika si pelaku telah membayangkan
atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk
mencegah, agan tepat timbul masalah. Sedangkan culpa tanpa kesadaran
terjadi ketika si pelaku tidan menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya
memperhitungkan akan timbulnya akibat34.Tindak pidana yang dilakukan oleh
orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan
dengan kesengajaan atau kealpaan35. Kesengajaan dan kealpaan adalah
bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salamh satu dari keduanya tersebut
berarti tidak ada kesalahan.
3) Delik Commissionis dan Delik Ommisionis
3115 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), hal. 122
32 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, hal. 100
33 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal. 127
34 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, h. 31
35Djoko Prakoso, Pembaharu Hukum Pidana di Indonesia, (Yogyakarta; Liberty
Yogyakarta, 1987), h. 78-79
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Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang
dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362),
menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik commisionis pada
umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala
unsur perbuatan dan unsure pertanggungjawaban pidana36. Delik Ommisionis
yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan
sesuatu yang diperintahkan37.  Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB
V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.
4) Delik Formil dan Delik Materiil
Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan
kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362
KUHP tentang pencurian38.
Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan
akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti
pasal 35 KUHP tentang penganiayaan39.Kadang-kadang suatu delik diragukan
sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP
tentang larangan bigami.
5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai
unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur
36Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 177
37Tongat, Dasar-dasar Hukum Piadana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,
(Malang; UMM Press, 2009), h. 146
38 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, h. 100
39Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, h, 100
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yang meringankan40.Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342,
pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan
daripada pasal 305 dan 30641.
Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur
bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan42.
Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan
kematian, pembunuhan berencana43. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362,
pasal 374 terhadap pasal 372.
6) Delik Murni dan Delik Aduan
Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara
akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180
KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan,
menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.
Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan
pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni
dan yang kedua relatif.
7) Delik Selesai dan Delik Berlanjut
Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat
atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan
tentang pengahasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun pasal 330 KUHP
yang berbunyi:
40Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana,  h 102
41Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, h. 102
42Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana,  h, 102
43 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, h. 101
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a. Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup
umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas
dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12
tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan
tahun.
Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan atau
ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi, delik
aslinya yang tercantum di ayat satu tidak perlu ada unsur kekerasan atau
ancaman kekerasan44.
Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau
membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada
mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam pasal
221 tentang menyembunyikan orang jahat, pasal 333 tentang meneruskan
kemerdekaan orang, pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk
memalsukan mata uang. oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila
memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Ada suatu norma pidana tertentu
44 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h.
27
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b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang
c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi45.
Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan
suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu. Menurut
Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti yang
abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian
yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat
sehingga menimbulkankejadian.
4. Delik Adat yang Berkaitan Dengan Kumpul Kebo
Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau
kumpulan perseorangan, mengancam, atau menyinggung atau mengganggu
keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau
immaterial, terhadap orang-seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan
(Bushar Muhammad, 2004:61-62).
Perbuatan tinggal bersama-sama antara laki-laki dan perempuan
tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah (kumpul kebo), dalam hukum adat
(gewoonrecth) telah dikenal sebagai suatu perbuatan yang melanggar delik
kesusilaan masyarakat setempat. Kumpul kebo merupakan salah satu
perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan masyarakat sehingga dapat
digolongkan pelanggaran terhadap delik kesusilaan adat. Beberapa daerah
mengistilahkan perbuatan yang berkaitan dengan kumpul kebo ini dengan
bermacam-macam istilah, antara lain :
45 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, h. 101
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1. Delik Lokika Sanggraha. Delik kesusilaan ini lebih dikenal di daerah Bali.
Lokika Sanggraha, dapat diartikan apabila ada seorang perjaka berjanji
untuk mengawini (mengikat janji kawin) seorang gadis, dengan terlebih
dahulu melakukan hubungan kelamin antara keduanya sampai si gadis
hamil, tetapi kemudian si perjaka tidak mengawini sebagaimana
diperjanjikan sebelumnya. Delik adat lokika sanggraha ini diatur dalam
Kitab Adi Gama Pasal 35 (I Ketut Artadi, 2003:219). Di daerah Bugis dan
Makassar jika terjadi delik semacam ini maka si gadis akan melarikan diri
supaya tidak dibunuh oleh keluarganya. Biasanya melarikan diri ke tempat
pemuka agama (imam) (Soepomo, 2003:128) ;
2. Delik mamitra ngalang adalah seorang laki-laki yang sudah beristri yang
mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberi nafkah lahir batin
selayaknya suami-isteri, tetapi wanita tersebut belum dikawin secara sah.
Hubungan mereka bersifat terus-menerus (berkelanjutan) dan biasanya si
wanita ditempatkan dalam rumah tersendiri46.
3. Delik adat tentang incest, berhubungan kelamin dengan saudaranya
sendiri. Di daerah Toraja (Sulawesi Tengah), Bali, Dayak (Kalimantan),
Bugis dan masyarakat Makassar, reaksi adat yang ditimbulkan jika terjadi
delik incest, yakni dengan membunuhnya dengan cara mencekiknya atau
menenggelamkannya ke dalam air. Di daerah Bali delik incest ini
dinamakan dengan “gamina gamana” ;
46(http//www. Bali Post online.com,diakses pada tanggal 21 September 2007).
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4. Delik adat tentang perzinahan. Di antara orang Dayak, suami boleh
membunuh isterinya dan membunuh lelaki yang berzinah dengan isterinya
tersebut. Suami tidak dianggap salah, jika ia memberitahukan pembuhunan
itu juga kepada kepala adat. Reaksi adat semacam ini juga sama halnya
dengan yang terjadi di Aceh, Sulawesi dan Maluku. Sementara di Bali,
delik perzinahan dikenal dengan nama “dati krama“;
5. Delik adat membawa lari anak gadis orang (schaking). Di daerah Sulawesi
dan Bugis dinamakan dengan “silariang”, yang tergolong delik yang
sangat berat, dengan ancaman hukuman mati (dibunuh). Sementara bagi
masyarakat Dayak, bagi mereka yang melanggar kehormatan gadis, maka
dihukum membayar sejumlah denda dan menyerahkan seekor binatang
korban (babi) kepada keluarga korban (Soepomo, 2003:130).
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BAB III
PENGATURAN KUMPUL KEBO SEBAGAI SUATU DELIK
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A. Kriminalisasi
1. Pengertian Kriminalisasi
Secara etismologis kriminalisasi berasal dari bahasa Inggris
Criminalization yang mempunyai padanan dalam bahasa Belanda
criminalisatie.Kriminalisasi bukan hanya suatu kata, tetapi juga suatu peristilahan
(terminology) dalam hukum pidana materiil.Oleh karena itu, dalam pembentukan
kaidah hukum pidana, kriminalisasi merupakan suatu obyek kajian yang
penting.Ada bermacam–macam pengertian kriminalisasi, yang sekaligus dapat
menjelaskan ruang lingkup kriminalisasi.
Dalam Black’s Law Dictionary (sixth edition,page 374), Kriminalisasi
(Criminalization) diartikan sebagai :
“the rendering of an act criminal (e.g. by statutory enactment) and hance
punishable by the government in proceeding in its name”(merupakan suatu
perbuatan kriminal dan bentuk perbuatan tersebut dapat dihukum oleh pemerintah
yang membuat aturan tersebut).
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“Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan atau penetapan
penguasa mengenai perbuatan–perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau
golongan–golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat
dipidana menjadi suatu perbuatan pidana atau proses penetapan suatu perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar
larangan tersebut”46(Jurnal Hukum,Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum
Pidana Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 3).
Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan
suatu perbuatan yang semula merupakan bukan merupakan suatu tindak pidana
(tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana
47(Barda Nawawi Arief,2003:40). Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi
merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan
sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan
hukum pidana (penal policy).
“Pengertian Kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai.Dalam
hal ini yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah perbuatan nilai yang
menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan
yang tidak tercela dan tidak dituntut secara pidana, berubah menjadi
46Jurnal Hukum,Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana (No.11 Vol. 6 Th. 1999)
h. 3.
47 Barda Nawawi Arif, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada,1990).
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perbuatan yang dipandang tercela dan perlu untuk dipidana” (Jurnal
Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana Nomor 11
Volume 6 Tahun 1999 halaman 3).
Pengertian kriminalisasi di atas menjelaskan bahwa kriminalisasi
berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan
terlarang.Dengan kata lain, ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan
suatu perbuatan tentang tindak pidana. Namun demikian, pengertian kriminalisasi
tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat
dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap
tindak pidana yang sudah ada.
2. Syarat-syarat Suatu Kriminalisasi
Keputusan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan menjadi suatu
perbuatan pidana, harus terlebih dahulu mendasarkan pada faktor-faktor kebijakan
tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor :
Keseimbangan sarana yang akan digunakan dalam hubungannya dengan hasil-
hasil yang ingin dicapai;
1. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya
dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
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2. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber
tenaga manusia;
3. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan
atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder48 (Bassiouni,
dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana
Nomor 11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 11).
Pandangan lain mengenai kiteria atau syarat umum kriminalisasi suatu
perbuatan dikemukakan oleh Soedarto, yang mengungkapkan bahwa dalam
menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya
sebagai berikut :
1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila ;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materiil ataupun spiritual) atas warga
masyarakat ;
48 Bassiouni, dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana. No.
11 Vol. 6 Th 1999) h, 11.
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3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan
hasil (cost benefit principle) ;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum,yaitu jangan sampai
ada kelampauan beban tugas “overblasting”49(Soedarto,dalam Jurnal Hukum,
Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, Nomor 11 Volume 6
Tahun 1999 halaman 11).
Hulsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan
dalam proses kriminalisasi, yaitu :
1. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan
untuk memaksakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk
perlaku tertentu ;
2. Alasan utana untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana
seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau
perlakuan terhadap seseorang pelaku kejahatan potensial dalam
kepentingannya sendiri;
3. Kriminalisasi tidak berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan
pidana;
49 Soedarto,dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, (No 11
Vol. 6 Th 1999) h, 11.
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4. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir
kekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah50 (Hulsman, dalam
Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, Nomor
11 Volume 6 Tahun 1999 halaman 12).
Menurut Moeljatno,ada tiga syarat umum kriminalisasi dalam proses
pembaharuan hukum pidana.
“Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan
pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam
masyarakat.Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah
jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
Ketiga,apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang
bersangkutan,betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman
pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan”51.
Sementara itu, Muladi, mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam upaya kriminalisasi dan
dekriminalisasi atas suatu perbuatan :
1. kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “overcriminalization” yang
masuk dalam kategori “the misuse of criminal sanction”;
50 Hulsman, dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, (No.
11 Vol, 6 Th 1999) h, 12.
51 Moeljatno, dalam Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana, (No.
11 Vol. 6 Th. 1999) h, 12.
49
2. kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc ;
3. kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun
potensial ;
4. kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (cost and
benefit principle) ;
5. kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (public support) ;
6. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “enforceable”;
7. kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialiteit (mengakibatkan bahaya
bagi masyarakat meskipun kecil sekali) ;
8. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan
pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat
penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersebut.
Selain hal-hal yang tersebut di atas, Muladi juga mengungkapkan, bahwa
ada beberapa syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikriminalisasikan :
1. jangan mempergunakan hukum pidana untuk pembalasan semata;]
2. jangan menggunakan hukum pidana bila korbannya tidak jelas;
3. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat
dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian yang lebih
kecil (ultima ratio principle) ;
4. jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemidanaan
lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri;
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5. jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (by product)
yang ditimbulkan lebih merugikan bila dibandingkan dengan perbuatan
yang dikriminalisasikan;
6. jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas;
7. jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif
(unenforceable);
8. hukum pidana harus menjaga keselarasan kepentingan Negara, kepentingan
umum dan kepentingan individu; dengan kata lain pertimbangan
kriminalisasi tidak hanya berorientasi pada prinsip leberalisme berupa
“merugikan orang”, tetapi juga harus tercela bagi “majority of society”.
Misalnya kemungkinan terjadinya disentegrasi apabila perbuatan tersebut
dipidana. Dalam konsep “victimless crimes” harus dikaji secara hati-hati;
ingat istilah Vrij, (1974) unsur “subsosialiteit”, sebagai syarat ketiga untuk
menentukan layak atau tidaknya pertanggungjawaban pidana di samping
unsure melawan hukum dan kesalahan, yaitu resiko bahaya yang
dimunculkan oleh pelanggaran hukum terhadap kehidupan kemasyarakatan;
9. penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang
bersifat non-penal (prevention without punishment);
10. perumusan hukum pidana harus mendapat meredam faktor utama yang
bersifat kriminogen ;
11. perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam
menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle);
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12. prinsip diffrensiasi (principle of differentiation) terhadap kepentingan yang
dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam kerangka asas
kulpabilitas.
3. Tujuan Kriminalisasi
Aturan–aturan hukum termasuk hukum pidana dalam perspektif
kebijakan lebih diarahkan kepada perwujudan dari kebijakan-kebijakan.Dengan
demikian, upaya kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana lebih
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan yang hendak dicapai
oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan.
Tujuan yang hendak dicapai oleh pengkriminalisasian suatu perbuatan
tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi dan
memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban
masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public as a whole).Hukum pidana tidak
hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (not only for the
person injured), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan
yang utuh.
Di antara para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum
pidana adalah sebagai berikut :
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara
menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun secara menakut-
nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari
tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
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2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka
melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga
bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro,2003:19-20).
Hukum pidana berfungsi dalam sistem sosial dari suatu negara yang
diarahkan kepada terwujudnya tujuan negara tersebut.Dalam konteks ini tujuan
(doel) hukum pidana adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah
tumpah darah Indonesia yang berdasar atas persatuan guna mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Perlindungan masyarakat dalam hukum
pidana berarti melindungi terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan atau
membahayakan keselamatan mayarakat.
Selain tujuan tersebut, hukum pidana berfungsi pula sebagai sarana
rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) (Arief Amrullah,2004:9).
Pengertian rekayasa sosial adalah sama dengan pengertian pembaharuan
masyarakat. Dalam hukum pidana (seharusnya) memiliki fungsi sebagai sebagai
alat atau pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan
manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.Sehingga seperti halnya
tujuan yang hendak dicapai oleh pengkriminalisasian suatu perbuatan, maka
hukum pidana pun memberikan suatu arah tujuan yang hendak dicapai dalam
pemberlakuannya.
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Tujuan dari kriminalisasi atas suatu perbuatan yang hendak diatur
dalam peraturan perundang-undangan tidak jauh berbeda dengan tujuan dan
fungsi dari hukum pidana.Maka dapat dikatakan bahwa tujuan
mengkriminalisasikan suatu perbuatan berorientasi untuk menciptakan keadilan,
ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dalam rangka
pembaharuan hukum nasional (Law Reform) dalam jangka panjang.
B. Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Rangka Pembaharuan Hukum
Pidana
Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk
menetapkan atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu
tindak pidana akhirnya dengan berbagai pertimbangan tertentu maka diangkat atau
ditetapkan menjadi kategori tindak pidana.Kebijakan kriminalisasi tersebut berada
pada ranah kebijakan criminal (criminal policy), yang merupakan suatu bentuk
pembaharuan hukum pidana (penal reform) yang nantinya berorientasi menuju
pembaharuan hukum nasional (law reform).
Pembaharuan hukum nasional dimulai dengan langkah-langkah konstruktif
dari pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu kebijakan hukum yang
berorientasi pada pembentukan suatu peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan
zaman dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.Oleh karena itu
pembentuk undang-undang mulai merumuskan beberapa tindak pidana lama (yang
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sudah ada) dan tindak pidana baru untuk dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-
undang.Langkah ini diambil karena kitab undang-undang yang dipakai dan berlaku
efeketif sampai dengan sekarang ini adalah produk pemerintah kolonial Belanda pada
zaman penjajahan dahulu yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Nasional (Wetboek van Starfrecht).
Dalam KUHP warisan kolonial Belanda tersebut tidak disesuaikan dengan
berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonseia yang
bersifat pluralistik.Sehingga ada beberapa jenis perbuatan yang sebenarnya wajib
untuk dikriminalisasikan sebagai suatu delik dalam peraturan hukum yang tertulis,
ternyata tidak dijumpai pengaturannya.Hal ini yang menyebabkan KUHP yang
sekarang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebudayaan bangsa.
Kumpul kebo atau lebih dikenal dengan istilah samen leven ; cohabitation,
; conjugal union ; living in non motrimonial union, berdasarkan rumusan Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2005 adalah hidup bersama antara
laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Kumpul kebo sebenarnya telah
popular di masyarakat Indonesia bahkan dunia sekalipun. Namun, di Indonesia
kumpul kebo belum dimasukkan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan di dalam KUHP yang sekarang masih
berlaku tidak ditemukan pengaturannya dengan jelas. Perbuatan kumpul kebo terlebih
dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal dengan
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istilah hukum adat (gewoonrecht) telah lebih dahulu mengatur tentang kumpul kebo
sebagai suatu delik.
Dalam KUHP yang berasal dari Wvs(Wetboek van Strafrecht) zaman
Hindia Belanda, kumpul kebo tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat
dipidana. Dalam penyusunan konsep KUHP nasional, perbuatan kumpul kebo ini
kemudian diatur dan dijadikan sebagai salah tindak pidana, yaitu sejak Konsep
Bassaruddin dkk. (dikenal dengan sebutan “Konsep BAS”). Dalam perkembangan
Konsep berikutnya, yaitu sampai dengan Konsep 1989/1990, perumusan delik
kumpul kebo pernah ditiadakan atau ditarik kembali, namun kemudian dimasukkan
lagi ke dalam Konsep 1991/1992 (edisi Desember), Konsep edisi Maret 1993,
Konsep 1994, Konsep 1997/1998, sampai dengan konsep yang terakhir 2004.
Sehubungan dengan dimasukkannya tindak pidana kumpul kebo ke dalam
Konsep (RUU) KUHP, akhir-akhir ini muncul lagi pendapat yang pro dan kontra.
Kritik dari pandangan kontra antara lain menyebutkan bahwa di banyak negara
masalah susila tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk
mengurusi masalah moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Dengan diaturnya kumpul
kebo maka pemerintah telah dianggap memasuki ranah kehidupan seks dari warga
masyarakatnya (individu). Bahkan ada pula yang berpendapat, bahwa jika revisi
KUHP lolos (antara lain dengan dijadikan kumpul kebo sebagai delik), maka akan
membuka pintu (berpotensi) konflik horizontal. Menurut pendapat yang pro, kumpul
kebo merupakan suatu realitas sosial dan memunculkan suatu problem sosial tetapi
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tidak ada aturannya da belum terjamah oleh tangan hukum.Oleh karena itu wajar jika
kemudian diwadahi dalam pearturan yang lebih konkret. Dinyatakan pula bahwa
belum ada suatu bukti bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo
akan menciptakan konflik horizontal. Selama ini di kampung-kampung pun berlaku
norma-norma yang menolak pelanggaran-pelanggaran moral seperti itu sehingga
pelakunya acap kali digerebek oleh petugas hansip dan warga masyarakat yang
merasa terganggu.
Sehubungan dengan adanya pandangan pro dan kontra di atas, maka patut
kiranya dikemukakan beberapa latar belakang pemikiran atau dasar pemikiran dan
pertimbangan kumpul kebo diangkat menjadi tindak pidana dan dimasukkan sebagai
bagian dari delik kesusilaan oleh Konsep KUHP, sebagai berikut :
1. Landasan Sosio Filosofis dan Sosio Kultural Sistem Hukum Nasional.
Penyusunan Konsep KUHP Baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan
tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau
penggantian KUHP lama (Wetboek Van Strafrecht) warisan zaman kolonial
Belanda.Jadi, berkaitan erat dengan ide “Penal reform” (pembaharuan hukum
pidana).
Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (Penal reform) pada
hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dan terkait
erat :
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1. dengan “law enforcement policy”, artinya pembaharuan hukum pidana
pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional)
memperbaharui substansi hukum (legal substance) untuk lebih
mengefektifkan penegakan hukum;
2. dengan “criminal policy” , artinya pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk
memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan
masyarakat;
3. dengan ”social policy”, artinya pembaharuan hukum pidana hakikatnya
merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi
masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau
menunjang tuuan nasional (yaitu “social defence” dan “social welfare”);
Disamping itu, dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum
pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-
evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik,
sosio-politik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kkriminal dan
kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum
pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana
lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan demikian pembaharaun
hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berosientasi pada
kebijakan (policy oriented approach).
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Bertolak dari pemikiran di atas, maka penyusunan Konsep KUHP Baru
tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan Sistem Hukum
Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan
kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana nasional
seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pad ide-ide dasar (basic ideas)
Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai atau paradigma : (a)
moral religius (ketuhanan), (b) kemanusiaan (humanistic), (c) kebangsaan, (d)
demokrasi, dan (e) keadilan sosial.
Ide demikian tertuang atau terlihat antara lain di dalam :
1. Kesepakatan pertemuan ilmiah nasional (antara lain dalam Seminar Hukum
Nasional I/1963; IV/1995; VIII/2003; dan Simposium Pembaharuan Hukum
Pidana Nasional 1980);
2. Kebijakan legislatif nasional (antara lain dalam UU No.1 Drt 1951 dan UU
No. 14/1970, UU No.35/1999 yang saat ini sudah diganti dengan UU
No.4/2004);
3. Laporan kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders” (antara lain Kongres V/1975; Kongers VI/1980; Kongres
VII/1985; Kongres VIII/1990)
4. Di samping bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum
pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru),
dilatarbelakangi oleh ide yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai forum
seminar nasional maupun internasional, bahwa pembaharuan hukum pidana
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dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan
mengakaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.
5. Berbagai pernyataan (statement) Kongres PBB tersebut, antara lain
menyatakan sebagai berikut :
a. Laporan Kongres ke V (1975) :
“…….it was necessary, in the long term, to rethink whole of criminal
policy a spirit of rationalization, planning and democratization ………the
criminal justice system should be transformed so as to be more responsive
to contempory social necesseities, the aspirations of whole population and
the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing
and containing criminality”52;(……..hal tersebut menjadi hal yang sangat
penting untuk memikirkan kembali semua kebijakan dari semangat
rasionalisasi, perencanaan dan demokrasi …………sistem peradilan
pidana harus dirubah menjadi lebih peka yang merupakan kebutuhan dari
zaman, aspirasi dari keseluruhan masyarakat dan permintaan dari
kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan dengan pengertian
pencegahan dan memerangi kejahatan)
“It was important that traditional forms of primary social control should
be revived and developed”53.( cara-cara tradisional menjadi hal yang
52Soeharto,hukum pidana materiil.,h. 20.
53Soeharto,hukum pidana materiil. H.20
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sangat penting dari keutamaan sosial kontrol yang seharusnya ada dan
dikembangkan)
b. Laporan Kongres ke VI (1980) :
“……..development (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum,
pen.) was not criminogenic per se, but could become such if it was not
rationally planned, disregarded cultural and moral values, and did not
include integrated social defence strategies”54;
(…..pembangunan (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum)
bukan termasuk faktor kriminogen, tapi dapat menjadi seperti itu
(kriminogen) jika tidak direncakan dengan matang, tidak dipatuhinya
budaya dan niai-nilai moral, dan tidak dimasukkannya strategi pertahanan
sosial)
“ ………the importation of foreign cultural patterns which didn’t
harmonize with the indigenous culture had had a crminogenic effect”55;
(……….pentingnya aturan-aturan dari budaya barat yang tidak sejalan
dengan kebudayaan setempat (asli) merupakan salah satu akibat dari
kriminogen).
c. Laporan Kongres ke VII (1985) :
“crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated
problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as
54 Moeljatno, asas-asas hukum pidana, h.59
55Moeljatno, asas-asas hukum pidana, h. 59
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complex and wide-ranging activities requiring systematic strategies and
differentiated approaches in relation to : The socio-economic, political
and cultural context and circumstances of the society in which they are
applied: The developmental stage,………; The respective traditions and
customs, making maximum and effective use of human indigenous
options”56; (pencegahan kejahatan dan peradilan terhadap segala bentuk
kejahatan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipecahkan sebagai suatu
masalah yang mudah, merupakan bagian dari metode, tetapi menjadi suatu
hal yang komplek dan suatu kegiatan yang luas yang membutuhkan
strategi yang sistematis dan pendekatan yang berbeda yang berhubungan
dengan : sosial-ekonomi, politik, dan konteks kebudayaan dan
perkembangan masyarakat yang mereka pergunakan; perkembangan dunia
……….; penghormatan terhadap tradisi dan kebiasaan, dibuat lebih
maksimum dan efektif dengan menggunakan pilihan dari mayarakat
setempat)
“The conflicts existing in many countries between indigeneous and
traditions for the solution of socio-legal problems and the frequently
imported or superimposed foreign and codes should be reviewed with a
view assuring that official norms appropriately reflect current societal
values and structures “57; (konflik yang ada di banyak negara diantara
56 Laden Marpaung, unsure-unsur perbuatan yang dapat di hukum,. h. 10
57Rony Hernotijo Soetmiko, pembaharuan hukum pidana. h. 13
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kebudayaan asli dan tradisi, untuk mencari solusi dari masalah-masalah
sosial dan perubahan yang menjadi penting atau dengan pengaruh yang
ditimbulkan oleh budaya barat dan aturan-aturan yang seharusnya ditinjau
lagi oleh aturan-aturan dari pemerintah tentang niali-nilai sosial dan
strukturnya)
“when new crime prevention measures are introduced, necessary
precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective
functioning of traditional systems, full attention being paid to the
preservation of cultural identities and the protection of human rights”58.
(ketika pencegahan terhadap kejahatan baru diperkenalkan, pentingnya
peringatan yang harus diberikan agar tidak mengganggu kelancaran dan
keefektifan fungsi dari tradisional sistem, peringatan harus diberikan
untuk memelihara identitas kebudayaan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia)
d. Laporan Kongres ke VIII (1990) :
“the trial process should be consonant with the cultural realities and
social values of society, in order to make understood and to permit it to
operate effectively within the community it serve. Observance of human
rights, equality, fairness and consistency should be insured at all stages of
the process”.(proses pemeriksaan di pengadilan seharusnya sesuai dengan
kenyaataan budaya dan nilai-nilai sosial dari masyarakat, dengan maksud
58 Rony Hernotijo Soetmiko,pembaharuan hukum pidana h. 13.
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untuk membuat pengertian dan memberikan izin hal itu berlaku efektif
dalam masyarakat. Ketaatan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan,
keadilan dan secara konsisten direalisasikan dalam semua tingkatan proses
pemeriksaan).
Berbagai pernyataan (statement) pertemuan ilmiah yang dikemukakan
di atas (baik nasional ataupun internasional) jelas menunjukkan, bahwa perlu ada
harmonisasi / sinkronisasi / konsistensi antara pembangunan/ pembaharuan
hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural
yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pembaharuan hukum
pidana (KUHP) nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai
yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius mauoun nilai-nilai budaya/ adapt).
Terlebih dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan
masalah) Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional yang terakhir (yaitu
Seminar ke VII tahun 2003) di Kuta, Denpasar, Bali, ditegaskan antara lain :
Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi,
dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakal
mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan
kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :
 Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam
masyarakat;
 Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan
kemajuan bangsa ;
64
 Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan
antar umat bangsa.
Rekomendasi untuk melakukan kajian/ penggalian hukum yang hidup
(bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional / adat) juga
menjadi kecenderungan kongres–kongres internasional di bidang hukum pidana
dan kriminologi. Dalam berbagai kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun
sekali mengenai “the prevention of Crime and the Treatmen of Offenders” sering
dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara
(terutama yang berasal / diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada
umumnya bersifat “obsolute and unjust” (telah usang dan tidak adil) serta
“outmoded and unreal” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan
kenyataan). Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang
berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai
budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak
responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh konres
PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (a
contributing factor to increase of crime).Bahkan dinyatakan, bahwa kebijakan
pembangunan (termasuk bidang hukum) yang mengabaikan nilai–nilai moral dan
kultural, antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman
kolonial, dapat menjadi factor kriminogen. Bertolak dari kondisi demikian,
kongers PBB menghimbau agar dilakukan “pemikiran kembali keseluruhan
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kebijakan kriminal (to rethink the whole of criminal policy) , termasuk di bidang
kebijakan hukum pidana.
Hal yang menarik dari kecenderungan internasional di dalam
melakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” dalam rangka
memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah himbauan
untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (value oriented
approach), nilai–nilai moral kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan
nilai–nilai moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan
“pendekatan humanis”, “pendekatan kultural”, dan “pendekatan moral
religius” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi
pada kebijakan (policy oriented approach).
Himbauan (sekaligus tuntutan nasional dan internasional) untuk
melakukan pendekatan kultural dan moral religius itu sangat wajar diperhatikan
dalam masalah delik kesusilaan, karena delik kesusilaan sangat erat kaitannya
dengan nilai-nilai kultural , moral dan agama.
2. Landasan Nilai-Nilai Kesusilaan / Kesepakatan Nasional
Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai kesusilaan/
kesepakatan nasional, yang di dalamnya antara lain mengandung nilai-nilai
berkehidupan kebangsaan yang di dasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa. Jadi mengandung di dalamnya nilai-nilai moral religius.
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Nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dilandaskan pada moralitas
religius / Ketuhanan ini kemudian diwujudkan di dalam UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan yang mengatakan, bahwa :
 Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), dan
 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat 1).
Dari ketentuan di atas, tersimpul adanya nilai-nilai kesusilaan yang
disepakati secara nasional (karena dituangkan dalam Undang-Undang), bahwa
apabila orang ingin hidup bersama dengan orang lain dalam hubungan sebagai
suami-istri, seharusnya dilakukan dengan perkawinan yang sah menurut agama
dan kepercayaannya masing-masing. Ini berarti, “kumpul kebo” bertentangan
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesepakatan nasional itu dan wajar diangkat
menjadi delik.Terlebih selama ini pun, sebenarnya pelanggaran terhadap beberapa
ketentuan dalam PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 sudah
dikategorikan sebagai delik menurut Pasal 45. Delik yang disebutkan dalam Pasal
45 itu antara lain, melanggar Pasal 10 Ayat 3 (yaitu melaksanakan perkawinan
yang tidak sesuai dengan hukum agama dan keprcayaannya, tidak dilakukan
dihadapan Petugas Pencatat dan tidak dihadiri oleh dua orang saksi)
3. Landasan Hasil Penelitian dan Kajian Komparatif.
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I. Berdasarkan hasil penelitian berbagai hukum adat yang hidup di
Indonesia, kumpul kebo termasuk pelanggaran adat / agama / kesusilaan
yang hidup dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, dijumpai berbagai
istilah seperti “Logika Sanggraha” dan “Mamitra Ngalang” (di Bali),
“Sumbang Salah” (di Sumatera), “Baku Piara” (di Minahasa).
II. Berdasarkan Kajian Komparatif, beberapa KUHP Asing juga mengatur
delik kumpul kebo antara lain :
1. Pasal 193 KUHP Rep. Federal Yugoslavia 1951, mengaturnya
sebagai berikut :
1) Orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan
(“living in non matrimonial union”, identik dengan “kumpul
kebo”)dengan anak yang telah mencapai usia 14 tahun, dipidana
dengan pidana penjara tidak kurang dari tiga bulan penjara. ( A
person of full age living in non-matrimonal union with a minor
who has attained the age of fourteen years, shall be punished with
imprisonment of not less than three months).
2) Pidana yang sama juga dikenakan kepada orang tua atau wali
yangmengizinkan atau mendorong / membujuk anak di atas 14
tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain. (The same
punishment shall be inflicted on the parent or guardian who
permitted a minor over fourteen years old to live in non
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matrimonial union with another person, or who induced him to do
so ).
3) Apabila tindak pidana dalam Ayat (2) dilakukan untuk keuntungan
pribadi, maksimum pidananya 5 tahun penjara berat. (If the offence
from Paragraph 2 of this article was committed for personal gain,
the offende shall be punished with severe imprisonment of up to
five years).
4) Apabila perkawinan berlangsung, penuntutan tidak dilakukan; dan
apabila telah dilakukan penuntutan, penuntutan itu tidak
dilanjutkan. (If marriage ins contracted, prosecution shall not be
instituted, and if it has been instituted, it shall be discontinued).
2. KUHP Singapura dan Malaysia
Dalam Bab XX tentang “Offence Relating To Marriage”, ada
pasal yang mengancam pidana terhadap seorang laki-laki yang hidup
bersama sebagai suami-istri (cohabitation) atau melakukan hubungan
seksual dengan seorang wanita yang karena ditipu telah percaya bahwa ia
(wanita itu) telah kawin secara sah dengan laki-laki itu (Pasal 493).
 Pasal 493 KUHP Singapura itu berbunyi :
“Every man, who by deceit causes any woman who is not lawfully
married to him to believe that she is lawfully married to him and to
cohabit or have sexual intercourse with him in that believe, shall be
punished with imprisonment for a term which may extent to ten years,
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and shall also be liable to fine”. (setiap laki-laki, yang dengan
kebohongan menyebabkan seorang perempuan untuk kawin secara
tidak sah menurut hukum dengannya dengan menaruh kepercayaan
bahwa si perempuan akan dikawini secara sah dan untuk hidup
bersama atau melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut
dengan kepercayaanya itu, maka dihukum penjara paling lama 10
tahun dan membayar denda)
 Pasal 493 Kanun Kaseksaan (KUHP) Malaysia berbunyi :
“Sa-saorang lelaki yang dengan jalan perdayaan menyebabkan sa-
saorang perempuan yang tidak berkahwin dengan-nya dengan sah
disis undang-undang supaya mempercayai bahawa permpuan itu telah
berkahwin dengan-nya dengan sah di sisi undang-undang dan supaya
bersekedudokan atau bersetuboh dengan-nya atas kepercayaan itu,
hendaklah di-seksa dengan penjara salama tempoh yang boleh sampai
duapuloh (sic.) tahun, dan boleh-lah juga di-kenakan denda”.
(seorang laki-laki yang dengan cara memperdaya / menipu seorang
wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengannya
menurut Undang-Undang, sehingga percaya bahwa ia telah menikah
secara sah dengan laki-laki itu, dan hidup bersama atau melakukan
persetubuhan dengannya atas kepercayaannya itu, diancam dengan
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pidana penjara selama tidak lebih dari 20 (sic.10 tahun) dan juga
denda .
Ketentuan seperti Pasal 493 Singapura dan Malaysia di atas, ada juga
di dalam KUHP Brunei, India, dan Kepulauan Fiji.
3. KUHP Brunei Darussalam :
Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful
marriage.
Pasal 493 : “Every man who by deceit causes any woman who is not
lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him,
and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, shall
be punished with improsonment for a term which may extend to 10
years, and shall also be liable to fine”. (setiap laki-laki, yang dengan
kebohongan menyebabkan seorang perempuan untuk kawin secara
tidak sah menurut hukum dengannya dengan menaruh kepercayaan
bahwa si perempuan akan dikawini secara sah dan untuk hidup
bersama atau melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut
dengan kepercayaanya itu, maka dihukum penjara paling lama 10
tahun dan membayar denda)
4. KUHP Fiji
Pasal 184 : ”Any person who willfully and by fraud causes any woman
who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully
married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in
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that belief, is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for ten
years “. (setiap orang yang dengan sengaja dan dengan penipuan
(kebohongan) menyebabkan seorang perempuan kawin dengannya
dengan cara tidak sah menurut hukum dengan menaruh kepercayaan
bahwa dia (perempuan) akan dikawini secara sah oleh laki-laki
tersebut dan untuk hidup bersama atau melakukan hubungan seksual
dengan laki-laki tersebut atas dasar kepercayaan, dihukum karena
melakukan kejahatan berat, dan dikenakan hukuman penjara selama 10
tahun penjara).
5. KUHP China
Article 259. “This who live together with or marry someone whom
they know is the spouse of an active duty service member are to be
sentenced to three years or fewer in prison or put under criminal
detention “. (mereka yang hidup bersama atau kawin dengan
seseorang yang diketahuinya adalah istri / suami dari anggota angkatan
bersenjata yang masih aktif, dipidana dengan pidana penjara 3 tahun
atau kurang, atau dikenakan tahanan atau kurungan).
Catatan : menurut Pasal 42 KUHP China, lamanya pidana
tahanan/kurungan (criminal detention) berkisar dari minimal 1 bulan
sampai maksimal 6 bulan.
6. KUHP Kanada
Menurut KUHP Kanada :
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1) Poligami dijadikan tindak pidana dan diancam dengan pidana
maksimal 5 tahun penjara ( Pasal 293 Ayat (1) KUHP Kanada );
2) Menurut Pasal 293 Ayat (1), yang dimaksud dengan tindak pidana
“poligami” ialah setiap orang :
1. Yang melakukan atau ikut serta melakukan atau dengan cara
apapun menyetuji atau menyepakati untuk melakukan atau
untuk ikut serta melakukan :
i. Setiap bentuk poligami;
ii. Setiap bentuk hidup bersama sebagai suami isteri
(conjugal union) dengan lebih dari satu orang pada saat
yang sama, apakah hal itu diakui atau tidak oleh
Undang-Undang sebagai bentuk ikatan perkawinan,
atau
2. yang menyelenggarakan, membantu utnuk melakukan upacara,
perjanjian atau setuju utnuk mendukung hubungan
sebagaimana disebut dalam sub paragraf a (i) atau (i) di atas.
3. kumpul kebo termasuk delik poligami, artinya kumpul kebo
yang dijadikan tindak pidana bukan sekedar hidup bersama
dengan orang lain, tetapi hidup bersama sebagai suami istri
dengan lebih dari satu orang pada saat yang sama.
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4. menurut Pasal 293 Ayat (2) untuk adanya tindak pidana
poligami ini tidak perlu dibuktikan bahwa tersangka telah
melakukan atau bermaksud melakukan hubungan seksual.
Dari bahan-bahan perbandingan di atas terlihat, bahwa ternyata negara
lain pun mengatur tentang masalah kumpul kebo dan bahkan lebih tegas atau
lebih berat apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam Konsep KUHP
Indonesia, karena :
1. seorang laki-laki yang hidup bersama (kumpul kebo) dengan seorang wanita
di luar nikah (khusus di Kanada dapat dalam ikatan ikatan, tetapi dalam
bentuk poligami), sudah dapat dipidana (dijadikan tindak pidana) tanpa
diperlukan syarat terganggunya / tersinggungnya perasaan kesusilaan atau
perasaan keagamaan dari masyarakat / lingkungan setempat, sedangkan
dalam Konsep pernah dimasukkan persyaratan seperti itu (kecuali dalam
Konsep 1994, 1997 / 1998, dan 2004);
2. kumpul kebo (dahulu) tidak dijadikan delik aduan , namun baru saja
(Konsep 2005) kumpul kebo dijadikan delik biasa. Di Kanada kumpul kebo
merupakan “indictable offence “. Dalam Konsep 2000 dan 2002 dijadikan
delik aduan yang mulanya tidak dijadikan delik aduan;
3. di Yugoslavia yang dipidana tidak hanya yang melakukan kumpul
kebo,tetapi juga orang tua / wali yang mengizinkan atau mendorong/
membujuk anak (perempuan) di atas 14 tahun untuk kumpul kebo dengan
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orang lain; dan di Kanada juga dipidana orang yang ikut
menyelenggarakan/membantu upacara poligami (catatan di Kanada
poligami merupakan suatu tindak pidana);
4. ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Konsep. Dalam
Konsep BAS 1977 hanya diancam maksimum 3 bulan penjara yang
kemudian diubah dengan Konsep 2000/ 2002 menjadi 2 tahun penjara dan
denda kategori II (atau denda kategori III dalam Konsep 2004), sedangkan
di Yugoslavia minimal 3 bulan penjara dengan maksimal 3 tahun yang dapat
juga dikenakan maksimal 5 tahun penjara berat (severe imprisonment)
apabila dilakukan untuk keuntungan pribadi; di Singapura, Malaysia,
Brunei, India, dan Fiji dapat dipidana maksimal 10 tahun penjara, di China
dengan maksimal 3 tahun penjara; dan di Kanada dapat mencapai 5 tahun
penjara.
Dengan diaturnya masalah kumpul kebo di berbagai KUHP asing,
mengandung pengertian bahwa negara lain juga mengurusi masalah moral dan
rasa kesusilaan masyarakat. Jadi tidak benar adanya pendapat yang menganggap
bahwa negara tidak berhak mengurusi masalah moral dan kesusilaan masyarakat.
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BAB IV
KEBIJAKAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG UNTUK
MENGKRIMINALISASIKAN KUMPUL KEBO
A. Analisis Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Rangka Pembaharuan
Hukum Pidana
Pengaturan kumpul kebo tidak hanya ditinjau menurut hukum atau aturan
yang akan berlaku untuk masa datang (Ius Constituendum), tetapi berdasarkan juga
pada hukum positif yang sekarang ada (Ius Constitutum). Tujuan yang hendak dicapai
ialah dengan melakukan suatu kajian perbandingan yang berguna bagi tujuan jangka
panjang, yakni sebagai bahan masukan pembaharuan hukum pidana dengan tetap
berorientasi kepada aspek budaya (kultural) dan filosofi bangsa.
Pengaturan (kriminalisasi) perbuatan kumpul kebo seyogyanyalah
diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan akhir yang
akan dicapai dengan pengkriminalisasian perbuatan kumpul kebo secara umum
adalah masalah pembaharuan hukum pidana nasional. Hal ini dilandasi oleh dasar
pemikiran tentang KUHP yang masih merupakan produk dari colonial Belanda.Ada
beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. KUHP hanya merupakan suatu bagian / subsistem dari “sistem pemidanaan”
(sentencing system) atau bagian/ subsistem dari sistem penegakan hukum
pidana. Oleh karena itu, disadari sejak awal bahwa upaya pembahruan hukum
pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan Konsep /
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Rancangan Undang-Undang KUHP (Hukum Pidana Materiil), tetapi juga
harus disertai dengan Konsep / Rancangan Undang-Undang mengenai Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dan Konsep / Rancangan Undang-Undang
Pelaksanaan Pidana;
2. Penyusunan hukum pidana materiil / substantif (termasuk KUHP) pada
hakikatnya merupakan penyusunan suatu sistem yang bertujuan (purposive
system) dan merupakan bagian / subsistem dari tahap-tahap kebijakan
fungsionalisasi / operasionalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, harus ada
keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara tahap pembuatannya (tahap
kebijakan formulasi/legislatif) dengan tahap penerapan (tahap kebijakan /
yudikatif) dan tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi /
administrasi);
3. Pokok pemikiran (ide dasar) asas-asas hukum pidana yang dipengaruhi oleh:
 Nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-
kulutural;
 Pengalaman historis;
 Kondisi Empiris;
 Perkembangan masyarakat (nasional / Internasional / global)
 Perkembangan teori dan ilmu pengetahuan Bahan-bahan komparasi.
4. Pokok-pokok pemikiran atau ide dasar asas-asas hukum pidana nasional yang
berorientasi kepada :
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1. Ide penal reform, khususnya dalam menunjang ide pembaharuan Sistem
Hukum Nasional;
2. Ide dasar (basic ideas) keseimbangan Pancasila, yang berorientasi kepada
:
 Paradigma moral religius (ketuhanan);
 Paradigma kemanusiaan (humanistik);
 Paradigma kebangsaan;
 Paradigma demikrasi dan hikmah kebijaksanaan;
 Paradigma keadilan sosial.
3. Ide dasar yang berkembang dalam pertemuan nasional / internasional,
antara lain :
 Ide harmonisasi nilai yang ada di masyarakat (sosio-filosofik / sosio-
kultural / sosio-politik);
 Ide kesatuan sistem (keterpaduan / integralitas ) hukum pidana;
 Ide keseimbangan monodualistik;
 Ide keseimbangan antara “prevention of crime”, “treatment of
offender”, dan “treatment of society”;
 Ide keseimbangan antara “social welfare” dan “social defance”;
 Ide keseimbangan orientasi antara “offender” (individualisai pidana)
dan victim (korban);
 Ide penggunaan “double track system” (antara pidana / punishment
dan tindakan / treatmet / measures);
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 Ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang
identik dengan ide “the ultimo-ratio character of prison sentence”
atau “alternative to improsenment or custodial sentences”;
 Ide “ elasticity/ flexibility of sentencing”;
 Ide “judicial corrective to the legality principle” untuk menembus
kelakuan;
 Ide perubahan / penyesuaian / modifikasi pidana (“modification of
sanction”; the alteration / annulment / revocation
sanction”;redertemining of punishment”);
 Ide permaafan / pengampunan hakim (rechterlijk pardon/ judicial
pardon / dispensa de pena),(Barda Nawawi Arief,2004).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) yang saat
ini masih berlaku adalah produk peninggalan dari kolonial Belanda. KUHP ini
berasal dari Code Penal (1811)yang dibuat oleh Perancis pada zaman Napoleon.
Kemudian Perancis memberlakukan asas konkordansi terhadap seluruh daerah
jajahannya, termasuk Belanda.Sehingga KUHP Belanda adalah satu copy dengan
KUHP Perancis.Terdapat dualisme KUHP yang diberlakukan di Indonesia, yakni satu
untuk golongan pribumi (orang Indonesia asli) (1873) dan satu untuk orang Eropa
(1867). KUHP untuk golongan Indonesia adalah copy dengan KUHP Eropa yang
merupakan satu copy dengan Code Penal Perancis. Sehingga KUHP untuk orang
Indonesia tidak jauh berbeda substansinya dengan Code Penal Perancis.Kemudian di
Belanda pada tahun 1886 dibuatlah KUHP yang bersifat nasional yang sebagian besar
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mencontoh KUHP Jerman.Sehingga secara langsung bukanlah copy dari Code Penal
Perancis, melainkan merupakan produk dari Belanda. Kemudian sikap ini diikuti oleh
Indonesia dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van
Strafrecht voor Nederlandcsh-Indie) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15
Oktober 1915, yang mulai berlaku 01 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan
kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya dan juga menghapus
dualisme hukum pidana.KUHP ini diberlakukan untuk semua golongan penduduk di
Indonesia. Dengan demikian, diakhiri dualisme dari hukum pidana di Indonesia, yang
mula-mula hanya untuk daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah
Hindia-Belanda kemudian untuk seluruh Indonesia.
Keadaan hukum pidana ini dilanjutkan dengan zaman pendudukan Jepang
dan pada permulaan kemerdekaan berdasarkan pada aturan-aturan peralihan, baik dari
Pemerintah Jepang maupun dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pasal II Aturan Peralihan yang berbunyi :
“ Selama badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. “
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 1946
tanggal 26 Februari 1946, termuat dalam Berita Republik Indonesia II Tahun 9
diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberikan bentuk penegasan
mengenai KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia.KUHP yang sekarang ada
tetap bukan merupakan produk asli dari pemerintah Indonesia, melainkan merupakan
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bauatan Belanda.Sehingga aturan-aturan yang ada dalam KUHP banyak yang telah
kadaluarsa (tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan budaya Indonesia).Oleh karena
itu diperlukan suatu langkah aktif untuk membentuk suatu aturan hukum pidana yang
diberlakukan secara nasional yang dapat mengakomodir kebutuhan bangsa, dengan
tetap disesuaikan dengan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia.
KUHP yang berlaku pada saat ini terdiri dari 3 Buku. Buku I mengatur
tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 dan terdiri dari IX Bab)
yang mengandung asas-asas hukum pidana yang melandasi Buku II dan Buku III
serta peraturan perundang-undangan lain yang berada di luar KUHP. Buku II yang
mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan terdiri dari
XXXI Bab) dan Buku III yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai
dengan Pasal 569 dan terdiri dari IX Bab). Pembagian KUHP yang berlaku pada saat
ini masih didasarkan atas adanya kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran
(overtredringen).Kejahatan dimasukkan ke dalam KUHP dengan alasan bahwa
kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan
sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sementara
pelanggaran adalah wetdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yangsifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya rumusan wet (undang-undang/ hukum
tertulis) yang mengaturnya (Moeljatno,1983 :71).
Pasal-pasal dalam KUHP telah banyak mengalami perubahan untuk
disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pasal-pasal Kesusilaan dalam RUU KUHP
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memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada ruang lingkup yang dimiliki oleh
KUHP (WvS). Pengaturan delik-delik baru sebagai hasil dari kriminalisasi perbuatan-
perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat, yang kemudian diangkat dan diatur
dalam RUU KUHP.Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP dimuat Bab XIV
tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, yang tercantum dalam Pasal 281 sampai
dengan Pasal 303. Di antara Pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai macam
jenis kejahatan-kejahatan terhadap kesopanan (kesopanan dalam rumusan Pasal 281
diartikan sama dengan kesusilaan (zeden, eerbarheid)). Pengaturan berbagai delik-
delik kesusilaan dalam KUHP antara lain:
1. Merusak kesopanan di muka umum : Pasal 281, Pasal 298 KUHP ;
2. Pornografi : Pasal 282, 283 KUHP;
3. Zinah (Adultery) : Pasal 284, Pasal 298 KUHP;
4. Perkosaan ( Rape ) : Pasal 285, Pasal 298 KUHP;
5. Persetubuhan dengan wanita yang bukan isterinya : Pasal 286, Pasal 287,
Pasal 291, Pasal 298 KUHP ;
6. Persetubuhan dengan isterinya sendiri : Pasal 288, Pasal 298 KUHP ;
7. Perbuatan cabul : Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293,
Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298 KUHP;
8. Memperniagakan Perempuan dan laki-laki : Pasal 297, Pasal 298 KUHP;
9. Perbuatan pengguguran kandungan : Pasal 299 KUHP;
10. Perbuatan Mabuk-mabukan : Pasal 300
11. Perbuatan mengemis : Pasal 301 KUHP;
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12. Penganiayaan terhadap binatang : Pasal 302 KUHP ;
13. Perjudian : Pasal 303 KUHP.
Perbuatan hidup serumah (tinggal bersama) tanpa adanya suatu ikatan
perkawinan yang sah atau yang lebih dikenal sebagai kumpul kebo, dalam KUHP
yang sekarang berlaku belum ditemukan pengaturannya.Sedangkan, kumpul kebo
oleh mayoritas masyarakat di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap
kesusilaan (menurut hukum adat dan hukum agama).Sehingga dengan tidak adanya
instrumen hukum yang mengaturnya maka tidak jarang pasangan kumpul kebo
digerebek oleh masyarakat dan diarak keliling kampung karena masyarakat
menganggap bahwa hukum tidak mampu untuk menjangkau dan menyelesaikan
masalah yang dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan oleh masyarakat.
Dalam RUU KUHP (Konsep 2005) delik kesusilaan diatur dalam Bab XVI
( Pasal 467 sampai dengan Pasal 504 ) diperluas jangkauannya dengan perubahan
beberapa bunyi pasal, jenis pidana dan lamanya pidana serta penambahan beberapa
pasal yang dalam KUHP tidak ditemukan pengaturannya. Perubahan-perubahan itu
antara lain :
1. Bagian Kesatu; Kesusilaan Di Muka Umum; Pasal 467;
2. Bagian Kedua; Pornografi dan Pornoaksi; Pasal 468 sampai dengan Pasal 480;
3. Bagian Ketiga; Mempertunjukkan Bagian Kehamilan dan Pengguguran
Kandungan; Pasal 481 sampai dengan Pasal 483;
4. Bagian Keempat; Zina dan Perbuatan Cabul; Pasal 484 sampai dengan Pasal
488;
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5. Bagian Kelima; Perkosaan dan Perbuatan Cabul; Pasal 489 sampai dengan
Pasal 498;
6. Bagian Keenam; Pengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya
Kandungan; Pasal 499;
7. Bagian Ketujuh; Bahan Yang Memabukkan; Pasal 500;
8. Bagian Kedelapan; Pengemisan; Pasal 501;
9. Bagian Kesembilan; Penganiayaan Hewan; Pasal 502;
10. Bagian Kesepuluh; Perjudian; Pasal 503 sampai dengan Pasal 504;
Kumpul kebo sebagai salah satu bentuk perluasan delik kesusilaan dalam
RUU KUHP (Konsep 2005), terdapat dalam Bab XVI; Bagian Keempat; Pada
Pasal 486; yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di
luar perkawinan yang sah, dapat dipidana penjara selama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak kategori III”
Dalam Penjelasan dari RUU KUHP (Konsep 2005), disebutkan bahwa :
“Ketentuan dalam pasal ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kumpul
kebo”.
Perkembangan perumusan kumpul kebo dalam RUU (Konsep) KUHP
antara lain :
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1. Pada Konsep 1977 (dikenal dengan Konsep BAS (Basaruddin)). Diatur dalam
Pasal 303, yang berbunyi :
“ Barang siapa melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah dan karenanya tersinggung perasaan keagamaan dari
lingkungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan”
2. Pada Konsep 1991/1992 (s/d edisi Desember 1992). Diatur dalam Pasal 14.10
a, yang berbunyi :
“barang siapa yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan
masyarakat setempat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori
II”
3. Pada Konsep 1991/1992 (s/d Maret 1993). Diatur dalam Pasal 388.
yang berbunyi :
“barang siapa yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di
luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan
kesusilaan masyarakat setempat, dipidana dengan pidana denda paling
banyak kategori II”
4. Pada Konsep 1994 (Konsep KUMDANG). Diatur dalam Pasal 384, yang
berbunyi :
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“ setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah, dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori II ”
5. Pada Konsep 1997/1998 (Konsep KUMDANG). Diatur dalam Pasal 380,
yang berbunyi :
“ setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di
luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau dipidana denda paling banyak ketegori III”
6. Pada Konsep 1999/2000. Diatur dalam Pasal 422, yang berbunyi :
“ (1) setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan
masyarakat setempat, dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak kategori II.
(2) Tindak pidana sebagaimana dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan,
kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai
derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat”
7. Pada konsep 2000 (edisi 2002). Diatur dalam Pasal 422, yang berbunyi : “
“(1) setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan
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masyarakat setempat, dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak kategori II”.
“(2) Tindak pidana sebagaimana dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan,
kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai
derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa / lurah setempat”
8. Pada Konsep 2004. Diatur dalam Pasal 486, yang berbunyi :
“ setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak kategori III ”
Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan kesusilaan yang lebih luas ruang
lingkupnya dibandingkan dengan perzinahan (Pasal 284 KUHP).Kata "zina” dalam
bahasa Inggris disebut “Adultery”.MenurutKamus Besar Bahasa Indonesia, zina
diartikan sebagai :
1. perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat
oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan
seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang
bukan istrinya, atau seorang permpuan yang terikat perkawinan dengan
seorang laki-laki dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
Pasal perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur tentang
hubungan antara laki-laki yang telah beristri dan wanita yang telah bersuami
88
melakukan persetubuhan dengan dasar suka sama suka (tidak ada paksaan). Pasal 284
berbunyi sebagai berikut :
1. Diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan :
1. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal
27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya ;
b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina;
2. a.Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahui
kawannya telah bersuami;
b.perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan
itu,sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu;
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami (istri yang mendapat
malu) dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bukan sesudah pengaduan itu, diikuti
dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan
(scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.
3. Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
4. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang belum
dimulai.
5. Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (sipil) maka penagduan itu tidak diindahkan, sebelumnya
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mereka bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat
tidur dan meja makan mendapat ketetapan.
Pasal 284 Ayat (2) menjelaskan bahwa perbuatan zinah dapat dituntut apabila
ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.Pihak yang dirugikan disini adalah suami
atau istri dari pasangan yang berbuat zinah.Sementara dalam hal kumpul kebo, dapat
dilakukan oleh pasangan (laik-laki dan perempuan) yang sama-sama telah bersuami,
atau salah satunya bersuami dan beristri atau sama-sama belum pernah menikah
sehingga dapat dikatakan bahwa kumpul kebo (samen leven) memiliki ruang lingkup
yang lebih luas daripada perbuatan zina.Dalam hukum positif (khususnya KUHP)
sangat sedikit sekali atau jarang ditemukan pengaturan tentang kumpul kebo sebagai
suatu perbuatan pidana.Sehingga kumpul kebo tidak jarang dikaitkan dengan
perbuatan zina (overspel / adultery) yang mempunyai kemiripan dengan kumpul kebo
yakni sama-sama merupakan suatu perbuatan a susila yang dapat dilakukan oleh
pasangan laki-laki dan wanita. Namun, ada beberapa perbedaan antara perzinahan
dan kumpul kebo yang membuat perbuatan kumpul kebo (seharusnya) mempunyai
ruang lingkup yang lebih luas daripada perbuatan perzinahan:
1. Kumpul kebo dapat dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri atau menikah
(termasuk juga duda karena sebab si istri telah meninggal dunia ataupun
karena bercerai) dengan wanita yang telah bersuami (termasuk juga janda
karena sebab si suami telah meninggal dunia ataupun karena bercerai). Dapat
juga dilakukan oleh Pasangan laki-laki dan wanita yang salah satunya telah
menikah (bersuami/beristri) dan yang lainnya belum menikah ataupun dapat
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juga dilakukan oleh pasangan yang kedua-duanya (laki-laki ataupun si
wanitanya) belum pernah menikah;
Sementara untuk perbuatan perzinahan hanya dapat dilakukan oleh mereka
(laki-laki ataupun wanita) yang sama-sama telah menikah (bersuami/beristri)
ataupun salah satunya (baik si laki-laki/si wanitaya) telah menikah;
2. Kumpul kebo menurut Konsep RUU KUHP 2005, yang kemudian
disempurnakan ke dalam konsep Januari 2007, bahwa kumpul kebo tidak lagi
dijadikan delik aduan (klacht delik) tetapi dijadikan suatu delik biasa.
Sehingga dalam penuntutannya tidak lagi menunggu pengaduan dari pihak
yang dirugikan namun, petugas dapat bertindak sebelum ataupun sama sekali
tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan;
Sementara dalam delik perzinahan (overspel) hanya dapat dituntut apabila ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan (baik suami atau istri yang merasa
dirugikan dengan adanya perbuatan tersebut);
3. Dalam perbuatan kumpul kebo, pelaku kumpul kebo dapat melakukan
perbuatan kesusilaan lainnya (yang termasuk rumusan delik-delik kesusilaan)
atau perbarengan beberapa perbuatan pidana lainnya (concursus realis dan
concursus idealis). Misalnya pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai
dengan Pasal 296 dan Pasal 298, pemerkosaan (rape) diatur dalam Pasal 285
KUHP, melarikan anak orang (walaupun atas kehendak pelaku dan korban
melakukannya atas dasar suka sama suka, sehingga dapat dituntut apabila ada
pengaduan) diatur dalam pasal 328 sampai dengan Pasal 332 KUHP. Khusus
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untuk pencabulan dan pemerkosaan (rape) biasanya didasari oleh adanya
paksaan atau tidak ada unsur suka sama suka antar pasangannya, namun untuk
perbuatan kumpul kebonya didasari oleh unsur suka sama suka;
Dalam perbuatan zina (overspel/adultery) merupakan suatu perbuatan yang
didasari oleh unsur suka sama suka untuk melakukan perbuatan persetubuhan
antara orang (laki-laki dan wanita yang sama-sama telah menikah ataupun salah
satunya telah menikah) yang berlainan jenis kelamin (tanpa adanya suatu unsur
paksaan sama sekali). Persetubuhan menurut rumusan KUHP Soesilo, Pasal
284 KUHP adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan
yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki
harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan
air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);
4. Dengan berdasarkan hal-hal di atas maka kumpul kebo harus dijadikan suatu
delik (perbuatan pidana) dengan ancaman hukuman pidana yang lebih berat
daripada delik perzinahan. Dalam KUHP zina diancam dengan hukuman
penjara selama 9 (sembilan) bulan, namun dalam RUU (Konsep) KUHP 2005
diperberat menjadi 5 (lima) tahun penjara, sementara kumpul kebo memiliki
sanksi pidana yang sama, yakni 5 (lima) tahun penjara, walapun mempunyai
ruang lingkup yang lebih luas daripada zina.
B. Analisis Hukum Pidana Tentang Pasal Zina
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Perbuatan zina (overspel/ adultery) RUU KUHP (Konsep 2005) diatur
dalam Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul, Pasal 484, yang berbunyi :
1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :
1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan
dengan perempuan bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan
dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan berada dalam
ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan
dengan laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
5. atau Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang
tercemar.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali semala pemeriksaan di sidang pengadilan
belum dimulai.
93
Ancaman hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan zina
lebih berat dari pada KUHP yang sekarang berlaku hanya dikenakan 9 (sembilan)
bulan penjara, sementara dalam RUU KUHP diperberat menjadi 5 (lima) tahun
penjara. Kumpul kebo yang dikriminalisasikan dalam RUU KUHP, seharusnya
mempunyai sanksi pidana yang lebih berat apabila dibandingkan dengan
zinah.Karena apabila dilihat dari perbuatan kumpul yang bisa dilakukan dimana saja
dan kapan saja (dengan tidak memperhatikan status perkawinan). Selain itu, bila
dibandingkan dengan perbuatan zina yang berdasarkan suatu rasio pengkhianatan
lembaga perkawinan dan dicela oleh masyarakat sedangkan pada kumpul kebo yang
melibatkan 2 insan yang tidak terikat tali perkawinan sebenarnya merupakan suatu
bentuk tindakan yang lebih berat yang melecehkan nilai-nilai kesusilaan di dalam
masyarakat Indonesia. Sehingga seharusnya pengaturan ancaman pidana kumpul
kebo dalam RUU KUHP lebih berat daripada zina. Namun, dalam RUU KUHP
(Konsep 2005) hukuman yang dikenakan kepada pasangan kumpul kebo hanya 5
(lima) tahun penjara, yang sama dengan hukuman bagi orang yang melakukan zina
yang dipidana selama 5 (selama) tahun penjara.
Kumpul kebo telah terlebih dahulu dianggap sebagai sebuah perbuatan
yang melanggar delik kesusilaan dalam masyarakat hukum adat di
Indonesia.Sehingga kumpul kebo oleh sebagian masyarakat hukum adat di Indonesia
dikelompokkan ke dalam delik adat.Misalnya di Bali dikenal delik adat Logika
Sanggraha dan Mamitra Ngalang, dan sementara di Sumatera dikenal pengaturan
delik adat Sumbang Salah. Namun, beberapa daerah seperti Minahasa, Nias dan Suku
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Sawu (suku pedalama dayakKalimantan) membiarkan perbuatan kumpul kebo
tersebut. Dalam Masyarakat Minahasa, dikenal sebagai baku piara. Pergaulan bebas
antara bujang gadis, pria-wanita di Minahasa merupakan hal yang biasa yang tidak
dipengaruhi oleh orang tua, masing-masing bebas memilih pasangan kawin sendiri,
memilih jodoh dil luar kekerabatan yang masih dekat hubungannya. Dalam pergaulan
pria dan wanita itu, tidak begitu dipermasalahkan apakah antara mereka sudah hisup
bersama sebelum kawin sah atau tidak, oleh karena menurut adat lama memang
berlaku adat “baku piara” (sangir: nepa piara). Sementara di daearh Kalimantan,
Suku anak pedalaman Sawu (bagian dari suku Dayak), wanita Sawu selalu mendapat
tempat terhormat, gadisnya yang telah dewasa akan dibuatkan pondok sendiri yang
terpisah dari bangunan rumah induk, sehingga ia bebas utntuk menerima tamu pria
yang datang kepadanya untuk bersenda gurau. Oleh karenanya banyak terjadi
hubungan di luar perkawinan dan mengahasilkan anak. Anak-anak yang dilahirkan di
luar perkawinan tersebut disebut anak rumah (ana pa amu) atau anak yang jatuh di
pondok (ana do bui kepue) (Hilman Hadikusuma,2006:216-236).
Kumpul kebo dalam KUHP tidak diatur (Wet Boek van Starfrecht) karena
KUHP tersebut dibuat dan bukan oleh orang-orang Indonesia asli yang dengan asas
konkordansinya diberlakukan di Indonesia sebagai bagian dari negara jajahan
Belanda.Kumpul kebo dalam budaya barat (western culture) dianggap sebagai hal
yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sehingga dalam Wet Boek van
Strafrecht tidak memasukkan kumpul kebo sebagai suatu delik kesusilaan. KUHP
yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi nilai-nilai dan hati nurani dari bangsa
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Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka,bebas dari intervensi negara manapun
dan berdaulat. Sehingga seyogyanyalah kumpul kebo diatur ke dalam suatu peraturan
perundang-undangan yang baru (misalnya KUHP asli produk bangsa Indonesia)
dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law
system).
C. Analisis Hukum Adat Tentang Kesusilaaan
Pengaturan kumpul kebo dalam hukum adat memberikan gambaran tentang
pengaturan kumpul kebo sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan
dalam kehidupan bermasyarakat.Kumpul kebo dianggap sebagai suatu perbuatan
yang mengkhianati nilai-nilai suci dan melanggar nilai-nilai moral dari suatu
perkawinan yang diakui keabsahannya secara adat dan agama.Pengaturan kumpul
kebo sebagai suatu perbuatan yang dilarang menurut hukum adat dalam suatu daerah
tertentu membutuhkan suatu pengaturan dalam suatu hukum tertulis (peraturan
perundang-undangan), karena negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui
keberadaan hukum tertulis dan tidak tertulis dari masyarakatnya.Kumpul kebo tidak
cukup diatur dalam suatu hukum adat yang digolongkan sebagai suatu delik adat,
tetapi memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam hukum yang tertulis
untuk lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam mengambil suatu tindakan
untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.Sehingga dengan tidak adanya
pengaturan kumpul kebo ke dalam suatu peraturan hukum yang tertulis maka
menimbulkan tindakan menghakimi sendiri (eigenrechting) dalam penyelesaian kasus
kumpul kebo yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.Misalnya
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dibunuh, ditelanjangi, diarak keliling kampung, di rajam dan sebagainya.Perbuatan
menghakimi sendiri tersebut timbul karena adanya ketidaktegasan terhadap aturan-
aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat
ini.Suatu perbuatan yang dapat digolongkan dapat mencederai perasaan keadilan
masyarakat seharusnyalah diatur dan diundangkan ke dalam suatu hukum yang
tertulis yang diberlakukan secara nasional dengan tetap merujuk kepada landasan
sosiologis, filosofis, dan kultural bangsa Indonesia.
Perbuatan kumpul kebo tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang
melanggar hukum adat dan tidak dapat digolongkan sebagai suatu delik adat menurut
beberapa pakar hukum.Andi Hamzah dan J.E. Sahetapy, mengungkapkan bahwa ada
beberapa daerah yang mentolerir perbuatan kumpul kebo, misalnya seperti Minahasa
dan Nias.Masyarakat di daerah tersebut sudah terbiasa hidup kumpul kebo (hidup
bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang
sah).Namun, mayoritas masyarakat di Indonesia telah menganggap bahwa kumpul
kebo sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan patut diambil suatu tindakan yang
tegas terhadap para pelakunya.Hanya sebagian kecil (minoritas) masyarakat hukum
adat di Indonesia yang menganggap bahwa kumpul kebo sebagai suatu perbuatan
yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Pulau Jawa, Bali,
dan sebagian besar masyarakat di Indonesia menista perbuatan kumpul kebo dan
menganggapnya sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dan melanggar aspek-
aspek kultural bangsa timur yang selalu menjunjung tinggi adab kesusilaan dan sopan
santun.
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Kumpul kebo sebenarnya tetap dapat diterapkan dalam hukum positif yang
berlaku di Indonesia walaupun dalam KUHP sekalipun tidak diatur secara eksplisit,
namun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pengadilan-
Pengadilan Sipil, Susunan, Kekuasaan, Acara dan Tindakan-Tindakan Sementara
pada Pasal 5 Ayat (3) huruf b, yang berbunyi :
“Hukum materiil Sipil dan untuk semntara waktu pun hukum materiil
pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja
dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap
berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian :
Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak
lebih dari tiga buklan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu
sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adata yang dijatuhkan tidak
diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian dimaksud dianggap sepadan
oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa, bilamana, hukuman
adapt yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya
dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas
kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10
tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham
hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti
tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang
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hidup harus dianggap perbuatan pidana dan ada bandingannya dalam Kitab
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama
dengan hukuman bandinganya yang paling mirip kepada perbuatan pidana
itu”
Pasal tersebut memberikan ruang kebebasan bagi penegak hukum untuk
mempergunakan hukum adat untuk dapat menyelesaikan suatu permaslahan yang
belum ada dasar hukumnya dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan
lainnya.Pasal ini hanya dapat diberlakukan hanya pada tempat atau daerah tertentu
yang menganggap bahwa suatu perbuatan yang tidak diatur dalam hukum tertulis itu
sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma yang ada dan hidup
berkembang dalam masyarakat. Misalnya perbuatan kumpul kebo (samen leven) yang
oleh masyarakat Minahasa, Nias, dan suku Dayak pedalaman (suku Sawu) dianggap
sebagai perbuatan yang lumrah (biasa), namun dalam masyarakat Aceh, pulau Jawa
dan Bali hal tersebut merupakan suatu delik adat. Dengan pengertian seperti maka
pasal ini hanya dapat dijadikan pedoman bagi daerah yang melarang suatu perbuatan
tertentu, dan tidak berlaku terhadap suatu daerah yang membolehkan suatu perbuatan
tertentu itu pula. Dalam batas pengertian seperti ini memberikan gambaran bahwa
Pasal 5 Ayat (3) huruf b dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
tersebut tidak dapat diberlakukan secara nasional, tergantung dari pengaturan setiap
daerah terhadap suatu perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai suatu delik adat.
Kumpul kebo dalam perjalanannya banyak menimbulkan kontroversi
seiring dengan perkembangan masyarakat yang majemuk.Peraturan perundang-
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undangan yang sebelumnya dianggap sebagai produk buatan Belanda yang tetap
diberlakukan sampai saat ini, tidak dijumpai pengaturan delik samen leven ini di
dalamnya.Namun pemerintah, telah berani melakukan suatu terobosan baru dalam
dunia hukum nasional dengan mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang dianggap
sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.Maka, langkah ini menimbulkan berbagai
pertanyaan dalam masyakarat dan berbagai opini pro-kontra pun saling bermunculan.
Pemerintah dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi warganya (memasuki ranah
privat), selain itu juga pengaturan kumpul kebo juga akan berpotensi menimbulkan
suatu konflik horizontal di masyarakat, karena ketidaksamaan pengaturan di daerah.
Ada daerah yang memperbolehkan kumpul kebo ada juga yang melarang.Sementara
itu, ada pendapat yang pro, yang mengungkapkan seharusnyalah kumpul kebo diatur
dan dikriminalisasikan sebagai suatu delik, karena kumpul kebo telah mencederai
perasaan kesusilaan masyarakat Indonesia.
Kumpul kebo sebenarnya telah juga diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia. Contohnya, Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002
Nomor 22 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 6 seri
E) tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam. Peraturan tersebut didasari oleh
perkembangan signifikan yang terjadi di Kota Batam yang dapat berdampak positif
dan negatif sehingga diperlukan suatu peraturan yang sesuai dengan norma-norma
kesusilaan dan agama yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial di Kota
Batam. Dalam Peraturan tersebut secara tegas dan jelas mengatur tentang berbagai
100
delik-delik kesusilaan, salah satunya adalah masalah kumpul kebo, yang diatur dalam
Bab III Tentang Tertib Susila, Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4). Pada Ayat (3) berbunyi
sebagai berikut:
“Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan hidup satu atap
layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan
undang-undang”.
Pada Ayat (4) berbunyi sebagai berikut :
“Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup
satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah
berdasarkan Undang-Undang kepada yang berwajib”.
Peraturan Kota Batam ini telah mengandung suatu sanksi pidana dan
administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggarnya.Hal tersebut diatur dalam
Bab VII Pasal 16 dan Bab VIII Pasal 17 Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2000.
Pasal 16 berbunyi :
1. “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”
2. .“Tindak Pidana yang dimaksud dalam Ayat (1) ini adalah pelanggaran”.
Dalam Pasal 17 berbunyi :
1. “Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Paraturan
Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
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1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan tempat usaha;
4. Pencabutan izin usaha”.
2. “Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota”.
3. “Terhadap aparatur yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan
tugasnya dikenakan sanksi menurut Peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.
Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa kumpul kebo telah juga
dianggap sebagai suatu delik oleh masyarakat Indonesia di luar pulau Jawa dan
diancam dengan pidana.Perda Kota Batam menganggap bahwa perbuatan kumpul
sebagai suatu pelanggaran terhadap tertib kesusilaan.KUHP sendiri memang tidak
memberikan pengaturannya mengenai masalah kumpul kebo ini, tetapi beberapa
peraturan pelaksana yang berada di bawah KUHP telah memberikan pengaturan
tentang kumpul kebo.Dengan adanya peraturan tersebut menepis berbagai anggapan
bahwa kumpul kebo hanya dilarang di pulau Jawa saja.Sehingga diperlukan unifikasi
terhadap pengaturan kumpul kebo dengan didasarkan atas hukum positif yang ada
dan hidup berkembang di Indonesia.Maka seyogyanyalah kumpul kebo diatur dan
diundangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
Kumpul kebo sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah
peraturan hukum tertulis dan tertulis tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 telah dijabarkan bahwa Bab I Undang-Undang Perkawinan
(Pasal 1) :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .
Tujuan perkawinan seperti halnya tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan
bukan hanya dilakukan demi kebutuhan sesaat belaka, namun diorientasikan kepada
kepentingan masa depan dari kedua belah pihak. Undang-Undang perkawinan juga
memberikan ketentaun mengenai sahnya suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2
Ayat (1) dan (2) :
1. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. “Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pasal diatas memberikan ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat
dianggap sah apabila menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dianggap
sah. Sehingga tanpa disahkan dan dicatatkan menurut hukum agama dan hukum
negara bagi mereka yang melakukan perkawinan dan tinggal serumah maka dianggap
tidak legal, sehingga masyarakat akan menganggapnya sebagai kumpul kebo (orang
yang melakukan perzinahan) yang dapat melanggar norma kesusilaan yang ada dan
berkembang dalam masyarakat.
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Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Perkawinan di atas maka terlebih dahulu harus setiap
pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat
sahnya suatu perkawinan (disamping syarat-syarat lainnya menurut hukum agamanya
dan kepercayaannya masing-masing) yang diatur dalam Bab II Pasal 6 dan 7 Undang-
Undang Perkawinan :
Pasal 6, berbunyi :
1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan dua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin sebagaimana
dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang
yang memelihara atau dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam
garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum orang
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yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberikan izin dengan terlebih dahulu mendengar orang-orang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang
masing-masing agamanya dan kepercayaanya dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.
Pasal 7 berbunyi :
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang
ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)
pasal ini dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6)
Perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang disebutkan
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 di atas.Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa suatu perkawinan
harus mendapat izin dari kedua orang / wali / keluarga yang mempunyai hubungan
darah sehingga apabila mereka (orang tua / wali / keluarga yang sedarah) tidak
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memberikan izin maka dapat dikatakan bahwa perkawinannya tidak sah.Dalam
berbagai kasus kumpul kebo, banyak pasangan yang mengungkapkan bahwa mereka
terpaksa melakukan kumpul kebo karena tidak mendapat restu dari orang tua.Namun,
alasan semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu pijakan untuk melakukan
perbuatan kumpul kebo. Perbuatan mereka tetap dianggap sebagai perbuatan a susila,
sehingga masyarakat dapat bertindak berdasarkan norma-norma hukum adat dan
hukum agama yang ada karena masyarakat menganggap norma hukum (KUHP) tidak
dapat menjangkaunya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab III Pasal 10
Ayat (2) dan Ayat (3) menyebutkan bahwa :
2. “Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya
dan kepercayaannya itu”.
3. “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum
agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan
Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.
Pasal di atas memberikan penjelasan secara implisit bahwa kumpul kebo
(samen leven) menurut Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya tidak
dibenarkan karena tidak memenuhi beberapa ketentuan yang seharusnya ada dan
dilakukan dalam suatu perkawinan, sehingga apabila sampai terjadi dapat
digolongkan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah perkawinan yang sah dan diakui
oleh undang-undang maka seharusnya diambil tindakan yang tegas karena kumpul
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kebo baik secara langsung ataupun tidak langsung telah melanggar peraturan hukum
positif di Indonesia.
Semua agama dan kepercayaan yang ada diakui keberadaanya di Indonesia
tidak ada yang mentolerir perbuatan kumpul kebo karena dianggap melanggar norma-
norma keagamaan dan dianggap sebagai suatu perbuatan perzinahan (pelanggaran
terhadap norma agama dan kesusilaan). Misalnya dalam agama Islam, perbuatan
zinah (yang merupakan bagian dari perbuatan kumpul kebo) telah diatur dan dilarang
serta diancam dengan sanksi yang sangat berat bagi mereka yang melakukan
zina.Dasar hukumnya adalah Alqur’an dan Al Hadist.Dalam Alqur’an disebutkan
dalam Surah An-Nuur ayat 2; Surah An-Nisaa’ ayat 15; Surah Al-Israa’ ayat 32;
Surah An-Nuur ayat 30-31. Sementara mengenai sanksi hukumnya, Islam
memberikan aturan terhadap orang yang melakukan perbuatan zina yakni :
1. Sanksi hukum bagi wanita dan/ laki-laki yang berstatus pemudi dan/ atau
pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.
2. Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina
serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang
beriman.
3. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin 1 diatas, tidak boleh
ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk
menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari
akhirat.
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4. Sanksi hukum bagi wanita dan/laki-laki yang berstatus janda dan/ duda
adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu
sampai dengan meninggal). Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada
belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
5. Dalam Kitab Taurat, hukuman bagi mereka yang melakukan zina adalah
hukuman rajam.
Seorang jejaka atau pria yang belum pernah beristri jika ia pernah
melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, pria tersebut termasuk
muhshan. Begitu pula halnya seorang gadis, jika ia pernah melakukan hubungan
seksual dengan seorang pria walaupun belum pernah mempunyai suami, ia termasuk
mushshanah. Sebaliknya seorang pria atau wanita yang belum pernah mengadakan
hubungan seksual, walaupun pernah beristri (duda) atau pernah bersuami atau janda
secara sah, namun antara keduanya bercerai sebelum mengadakan hubungan seksual,
ia tidak termasuk muhshan atau muhshanah ( Zainunuddin Ali, 2007:37-50).
Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kumpul kebo sangatlah
beragam.Hal ini berkaitan dengan kondisi dan tanggapan masyarakat tentang
perbuatan kumpul kebo. Jika masyarakat yang pro dengan kumpul kebo maka mereka
akan membiarkan pasangan kumpul kebo untuk diam dan hidup serumah tanpa
adanya intervensi terhadap segala urusan yang menjadi bagian dari kehidupan
bersama dari pasangan kumpul kebo tersebut. Sedangkan dalam masyarakat yang
menolak keras kumpul kebo, tidak jarang pelaku kumpul kebo diusir dari kampung
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tempat mereka tinggal.Namun ada juga yang melakukan perbuatan yang lebih kejam
dari itu, dengan mengarak pelaku kumpul kebo keliling kampung dan
ditelanjangi.Dalam masyarakat hukum adat yang menganggap perbuatan kumpul
kebo sebagai suatu pelanggaran hukum adat setempat dan sekaligus penodaan
terhadap nilai-nilai kultural tentang setempat, tidak jarang melakukan penganiayaan
fisik terhadap pelaku (suku Dayak, Aceh, Bali).Misalnya dibunuh, dirajam atau
ditenggelamkan ke dalam laut. Dalam hal ini masyarakat telah menganggap bahwa
kumpul kebo sebagai aib masyarakat (perbuatan yang melanggar norma kesusilaan
masyarakat) sehingga apabila sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat maka
masyarakat merasa dirugikan oleh perbuatan mereka. Masyarakat tersusun oleh suatu
pranata-pranata sosial yang terbentuk dari individu-individu yang merasa mempunyai
kesamaan latar belakang hidup (sejarah), adat istiadat (budaya), dan cita-cita sehingga
dapat berkumpul menjadi satu kumpulan individu sehingga dapat terbentuk suatu
masyarakat.Masyarakat menetapkan suatu aturan bagi masyarakat itu sendiri dan
untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin
keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat.Sehingga dinamika
kehidupan masyarakat tersebut berjalan sesuai dengan alur yang telah digariskan
dalam norma-norma (aturan-aturan baik tertulis mapun tidak tertulis) yang dibuat,
disetujui dan diberlakukan secara aktif kepada setiap anggota masyarakat dalam suatu
kelompok masyarakat tertentu. Apabila ada anggota dalam suatu kumpulan
masyarakat tersebut melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup
dalam masyarakat maka akan mengakibatkan konflik horizontal dalam masyarakat
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sehingga tidak jarang masyarakat melakukan perbuatan menghakimi sendiri
(eigenrechting) terhadap pelakunya. Kumpul kebo merupakan salah satu contoh
pelanggaran norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Dengan tidak
adanya pengaturan tentang kumpul kebo dalam peraturan hukum yang tertulis di
negara ini, maka masyarakat sering kali berindak sendiri untuk bisa meredakan
konflik tersebut yang tidak jarang mengabaikan asas presumption of innocent (asas
praduga tak bersalah) dan hak asasi manusia si pelaku. Masyarakat menganggap
KUHP tidak mengkamodir tentang perbuatan kumpul kebo sehingga kelompok
masyarakat yang merasa terganggu kehidupannya maka dengan serentak akan
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan hukumnya sendiri.
Pengaturan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam KUHP dan beberapa
peraturan perundang-undangan lainnya (secara nasional) tidak dijumpai.Hal ini tentu
menyulitkan aparat penegak hukum untuk bertindak apabila menemukan kasus-kasus
yang serupa di masyarakat.Sehingga diperlukan langkah-langkah konstruktif untuk
mengadakan suatu pembaharuan hukum.Salah satunya adalah dengan memasukkan
berbagai perbuatan yang oleh masyarakat dianggap jahat (yang tidak diatur dalam
KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya) untuk dijadikan perbuatan
pidana dalam peraturan perundang-undangan (kriminalisasi), dengan tetap
memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi agar dapat berlaku efektif dalam
masyarakat.
Pengaturan kumpul kebo dalam hukum positif di Indonesia seyogyanyalah
diperlukan untuk meredam dan mencegah perbuatan menghakimi sendiri dalam
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masyarakat.Tujuan lainnya adalah unifikasi hukum adat yang mengatur tentang
kumpul kebo.Walaupun dalam beberapa daerah di Indonesia telah mengatur tentang
kumpul kebo (pengkriminalisasian kumpul kebo) tetap memerlukan suatu pengaturan
tentang kumpul kebo secara nasional.Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan dan
keagamaan menjadikan perbuatan kumpul kebo perlu untuk diatur dan
dikododifikasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan
secara nasional.Hal ini dibutuhkan selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat yang merasa perasaan kesusilaannya telah dilanggar juga untuk menjamin
perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku. Walaupun kumpul kebo oleh
sebagian kecil (minoritas) masyarakat di Indonesia tidak dijadikan delik adat namun
secara nasional kumpul kebo merupakan suatu perbuatan tercela yang patut untuk
dikriminalisasikan sebagai suatu perbuatan pidana karena tidak sesuai dengan nilai-
nilai folosofis dan kultural sistem hukum nasional, nilai-nilai kesepakatan nasional
(kesusilaan) dan berbagai hasil penelitian dan kajian komparatif.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pemerintsah telah merumuskan dalam pembaharuan hukum pidana positif di
Indonesia.
2. Allah SWT. Telah melarang dengan tegas sesuai dengan firman-Nya dalam
surah An-nur dan Al-isra
B. Saran
1. Kriminalisasi perbuatan kumpul kebo seyogyanya mutlak diperlukan karena
telah melanggar landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum
nasional, landasan nilai-nilai kesusilaan (kesepakatan nasional) dan landasan
hasil penelitian dan kajian komparatif. Kriminalisasi tersebut seharusnya juga
diikuti dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dan
berlaku secara nasional di Indonesia;
2. Unifikasi dan kriminalisasi perbuatan kumpul kebo berdasarkan hukum adat,
hukum agama dan beberapa peraturan tertulis yang telah mengatur tentang
kumpul kebo seyogyanyalah diperlukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara nasional untuk menjamin kepastian hukumnya dan
keadilan di masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi perbuatan menghakimi
sendiri (eigenrechting) yang melanggar rasa keadilan dan Hak Asasi Manusia.
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